Menimbang

Mengingat

519

WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 3% TAHUN 2022

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

L:

WALIKOTA SOLOK,

bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah secara rinci dan
berkelanjutan yang menggambarkan = pelaksanaan
Reformasi Birokrasi secara efektif, efisien, terukur,
konsisten dan berkelanjutan, perlu menetapkan Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah
Tahun 2022 - 2026.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor S5587) sebagaimana
telah dirubah beberapa kali trakhir dengan Undang -
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2022




Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757).

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 126);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang pedoman
penyusunan road map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1249);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022-2026.




BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Solok.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Reformasi Birokrasi adalah upaya perbaikan birokrasi pada
delapan area pengungkit meliputi: manajemen perubahan,
deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi,
penataan tata laksana, penataan sistem manajemen
sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas,
penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas
pelayanan publik.

4. Road Map Reformasi Birokrasi adalah rencana strategis
sebagai pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi di

lingkungan Pemerintah Kota Solok.

BAB II
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun
2022-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
ini.

Pasal 3
Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 merupakan dokumen secara rinci tentang pelaksanaan
Reformasi Birokrasi.

Pasal 4
Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 merupakan acuan, panduan dan arah yang
dipedomani oleh setiap unsur penyelenggara Pemerintah

Daerah dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.




Pasal 5
Kepala Perangkat Daerah wajib memantau, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan Road Map
Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.

Pasal 6
Tim pengarah dan tim pelaksana percepatan Reformasi
Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah berkewajiban
memantau, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan
Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing

— masing.
BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 7 Jouw) 2022

g‘ %WALIKOTA SOLOK, Q/
ZUL N 7}

Diundangkan di Solok
pat tanggal i SV A\ 2022

’Q/ ERAH KOTA SOLOW

YAIFUL A,

SEKRETAR

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2022 NOMOR 34

Lo




RINGKASAN EKSEKUTIF

Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) 2022-2026 merupakan bagian dari
granddesign reformasi birokrasi 2010-2025 yang menargetkan terwujudnya
birokrasi kelas dunia pada tahun 2025 dengan ciri tata kelola pemerintahan yang
efektif dan efisien serta pelayanan publik yang berkualitas. Road Map Reformasi
Birokrasi Kota Solok 2022-2026 disusun dengan mengacu pada rencana
pembangunan jangka panjang dan menengah Kota Solok, Road Map reformasi
birokrasi nasional, serta rencana strategis Kota Solok.

Pada latar belakang penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi,
disampaikan = mengenai salah satu misi Walikota dan  Wakil
Walikota periode 2021-2026 yang merupakan misi ke 5 (lima) yaitu Peningkatan
kapasitas = pemerintahan dan  manajemen  birokrasi yang  Dbersih
efektif dan efisien. Hal ini tentunya menjadikan
Road Map  Reformasi  Birokrasi Pemerintah Kota  Solok Tahun
2022-2026 seckaligus membantu menjabarkan secara teknis upaya-upaya
yang harus dilakukan dalam mewujudkan misi ke 5 (lima) dimaksud.

Bab selanjutnya memberi gambaran pelaksanaan reformasi birokrasi Kota
Solok pada periode 2016-2021 yang meliputi Capaian Implementasi Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kota Solok, capaian Quick Wins Road Map Reformasi
Birokrasi tahun 2016-2021, Hasil/ Dampak Impelentasi Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Solok, Rekomendasi dari Kementerian PAN dan RB atas
Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Solok dan Tantangan dan
Hambatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dihadapai Pemerintah Kota
Solok. Disamping itu juga memuat berbagai upaya perubahan budaya kerja,
penataan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, manajemen
SDM, serta penguatan akuntabilitas dan pengawasan yang telah dilakukan.
Banyak capaian yang telah diraih, sehingga nilai evaluasi pelaksanaan RB yang
hanya mendapatkan skor 58,41 pada tahun 2018 secara gradual meningkat
menjadi 60,54 pada tahun 2021.

Pada bab III akan dijelaskan analisis lingkungan strategis yang meliputi
kondisi lingkungan yang mempengaruhi implementasi reformasi birokrasi dan isu
strategis yang mempengaruhi implementasi reformasi birokrasi. Selanjutnya pada
bab IV akan dijelaskan mengenai Sasaran dan Strategi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi 2022-2026. Sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi
2022-2026 meliputi tujuan, sasaran, strategi pelaksanaan, program/ kegiatan
dan Quick Wins yang mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan




pemerintah Kota Solok. Strategi pelaksanaan RB yang akan dilaksanakan
mengarah pada upaya pencapaian indikator kinerja dan pelaksanaan
program/kegiatan yang telah digariskan dan juga terobosan yang bersifat inisiatif
lainnya, dengan tujuan utama terwujudnya Pemerintah Kota Solok sebagai
instansi pemerintah daerah yang berkualitas kinerja, kapabel dan berorientasi
pelayanan. Strategi tersebut utamanya akan dilakukan dalam transformasi
digital, baik yang sifatnya menunjang proses tata kelola secara internal, maupun
yang dimaksudkan untuk memberi kemudahan dan kualitas layanan prima
kepada masyarakat.

Pada bab terakhir sebelum penutup, akan secara rinci menjelaskan
manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi 2022-2026 di lingkungan Pemeritah
Kota Solok yang meliputi tim reformasi birokrasi, Monitoring dan Evaluasi dan
pendanaan.

Road Map Reformasi Birokrasi merupakan rencana rinci pelaksanaan
reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun
dengan sasaran per tahun yang jelas. Dengan demikian, Road Map ini akan
menuntun kita agar perubahan yang diharapkan menuju birokrasi yang lebih
baik dapat terwujud. Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 Tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanahkan penyusunan dan
pelaksanaan Road Map Reformasi Birokrasi setiap 5 (lima) tahunan.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Solok 2022-
2026 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2022-2026 sebagai rencana teknis dan detail mengenai pelaksanaan
reformasi birokrasi yang bertujuan untuk memberikan arahan mengenai
perubahan yang dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu
mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan
pelayanan publik yang prima. Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi
memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada
periode 2016-2021 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada
tahapan selanjutnya (2022-2026). Karena itu, pelaksanaan Reformasi Birokrasi
2021-2025 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan
sebelumnya.

Secara umum, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Solok berisi
uraian mengenai capaian pelaksanaan reformasi birokrasi periode sebelumnya

berisi tentang upaya, hasil dan dampaknya, analisis lingkungan dan isu strategis




berisi gambaran lingkungan birokrasi saat ini dan isu strategis yang dihadapi,
sasaran dan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi, dan manajemen
pelaksanaan reformasi birokrasi. Pijakan awal dalam mengurai perjalanan
Reformasi Birokrasi di Kota Solok adalah dengan mengidentifikasi gambaran
umum dari birokrasiPemerintah Kota Solok saat ini.

Kerangka gambaran umum dibangun bertumpu pada sasaran reformasi
birokrasi yang telah ditetapkan secara nasional, yaitu 1) Birokrasi yang bersih dan
akuntabel; 2) Birokrasi yang kapabel; dan 3) Pelayanan publik yang prima. Maka
langkah-langkah perubahan yang akan dilakukan melalui delapan area perubahan
terdiri dari Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-
undangan/Deregulasi  Kebijakan; Penataan Organisasi/Kelembagaan; Penataan
Ketatalaksanaan; Penataan Sistem Manajemen SDM; Penguatan Akuntabilitas;
Penguatan Pengawasan; dan terakhir adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Selain itu, Road Map Reformasi Birokrasi Kota Solok juga memuat Quick Wins,
yaitu pelayanan yang bersifat strategis bagi pemerintah daerah, dapat dengan cepat
dilakukan perubahannya dan dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu)
tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat
dan atau pemangku kepentingan. Jenis pelayanan yang akan dijadikan Quick Wins
adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan
memberikan dampak yang signifikan pada upaya reformasi birokrasi yang sedang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Solok dilakukan secara bertahap. Setiap
tahap diharapkan akan memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya.
Rencana aksi merupakan uraian tentang rencana kegiatan Reformasi Birokrasi yang
akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan prioritas atau fokus
perubahan/pembenahan, prioritas yang harus terus diperlihara, dan prioritas pelayanan
publik. Rencana Aksi berisi program/ kegiatan, tahapan/aktivitas target-target sasaran
tahunan yang ingin diwujudkan, waktu pelaksanaannya, serta penanggungjawabnya.

Dalam rangka mengawal Road Map Reformasi Birokrasi Kota Solok tahun
2022-2026 agar sesuai dengan yang direncanakan, maka dibutuhkan monitoring
dan evaluasi. Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah
dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/ satuan kerja, lingkup pemerintah
daerah, dan lingkup nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan
agar rencana aksi yang dituangkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi dapat
berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana
telahditetapkan. Berdasarkan proses monitoring, berbagai hal yang perlu
dikoreksi dapat langsung dibenahi pada saat kegiatan Reformasi Birokrasi
dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target yang telah
ditentukan.
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi

Peraturan Walikota Solok Nomor 105 Tahun 2017 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Solok Tahun
2016-2021 telah habis masa periodesasinya, sehingga untuk melanjutkan
implementasi reformasi birokrasi periode berikutnya, yaitu periode 2022-
2026, Pemerintah Kota Solok membutuhkan Road Map Reformasi Birokrasi
2022-2026 yang merupakan lanjutan implementasi reformasi birokrasi
periode sebelumnya. Hal ini juga sesuai dengan 3 (tiga) periode Road Map
Reformasi Birokrasi Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025, yakni Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019
dan 2022-2026

Selanjutnya, penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kota Solok 2022-2026 juga sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Kota
Solok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJMD) 2021-2026, dimana salah satu misi Walikota dan Wakil
Walikota periode 2021-2026 yang merupakan misi ke 5 (lima) yaitu
Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih
efektif dan efisien. Hal ini tentunya menjadikan Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kota Solok Tahun 2022-2026 sekaligus membantu
menjabarkan secara teknis upaya-upaya yang harus dilakukan dalam
mewujudkan misi ke 5 (lima) dimaksud.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Solok
Tahun  2022-2026 juga merupakan bentuk kepatuhan pasca
diundangkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2022-2026 tanggal 4 Mei 2020, bahwa dalam Pasal 1 ayat (2) huruf
b, yang menyebutkan bahwa Road Map Reformasi Birokrasi 2022-2026
digunakan sebagai acuan bagi seluruh kementerian /lembaga dan
Pemerintah Daerah untuk menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di
internal instansi serta menjalankan program mikro.

Pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2024 telah menyebutkan




1.2,

bahwa upaya merubah "wajah" birokrasi adalah dengan melakukan
perubahan pada 8 (delapan) area, meliputi : area Organisasi, area Tata
laksana, area Peraturan Perundang-undangan, area Sumber Daya Manusia
Aparatur, area Pengawasan, area Akuntabilitas, area Pelayanan Publik dan
area Pola Pikir (mind set) dan Budaya Kerja (culture set) Aparatur.

Kedelapan area perubahan tersebut bukan merupakan sesuatu yang
berdiri sendiri, tetapi saling terkait satu sama lain. Artinya perubahan yang
dilakukan di salah satu area akan berdampak pada area lainnya. Oleh
karena itu, reformasi birokrasi bukanlah sebuah upaya yang tuntas hanya
dalam kurun waktu 1-2 tahun, melainkan membutuhkan waktu yang
panjang, biaya yang tidak sedikit serta yang paling penting adalah komitmen
dan konsistensi serta terus menerus dalam pelaksanaannya.

Oleh karena itu, asas yang dikedepankan dalam penyusunan Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Solok Tahun 2022-2026
adalah Fokus dan Prioritas. Fokus berarti reformasi birokrasi akan
dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan.
Sedangkan prioritas berarti Pemerintah Kota Solok akan memilih prioritas
perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber

daya dan tantangan yang dihadapi.

Tujuan Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Tujuan dari penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah

Kota Solok Tahun 2022-2026 adalah :

1. Sebagai pemenuhan atas amanat Pasal 1 ayat (2) huruf b Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2022-
2026;

2. Sebagai arah kebijakan maupun pedoman implementasi reformasi
birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Solok;

3. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah

Kota Solok dalam menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di

lingkup Perangkat Daerah masing-masing.
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1.3.

1.4.

Manfaat Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi
Manfaat penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota
Solok Tahun 2022-2026 adalah sebagai ukuran keberhasilan Pemerintah

Kota Solok dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi.

Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi

Sebagaimana amanat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2022-2026, maka sistematika
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Solok Tahun 2022-2026
adalah :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI CAPAJIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
BAB III ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

BAB IV SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
2022-2026

BAB V MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2022-2026
BAB VI PENUTUP
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BAB II
EVALUASI CAPAIAN DAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA SOLOK 2022-2026

2.1. Capaian Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Solok

Pemerintah Kota Solok telah melaksanakan program Reformasi Birokrasi
periode 2016-2021 dengan baik yang berdasarkan Peraturan Walikota solok Nomor:
105 Tahun 2017 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Solok
Tahun 2016-2021. Selanjutnya, sebagai bentuk dari continuous improvement
Reformasi Birokrasi, akan dilakukan program Reformasi Birokrasi dalam periode
2022-2026.

Implementasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Solok masih
ditemukan banyak persoalan, hambatan dan tantangan yang dihadapi, semuanya
berasal dari internal pemerintah ataupun eksternal pemerintah. Mengacu kepada
rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi oleh Kemenpan RB
menunjukkan masih banyak hal yang perlu dibenahi dan ditindak lanjuti meskipun
nilai indeks reformasi birokrasi Kota Solok dari tahun ketahunnya mengalami
peningkatan. Tahun 2016 dan 2017 Nilai indeks RB diperoleh melalui Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kota Solok
sendiri dan setelah Tahun 2018 sampai dengan saat ini Indeks RB dikeluarkan oleh
Kemenpan RB atas evaluasi yang dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Kota
Solok.

Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Solok
menunjukkan nilai indeks reformasi birokrasi yang selalu meningkat mulai Tahun

2018 sampai dengan Tahun 2021, sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini.

No TAHUN NILAI RB KATEGORI
1 2018 58,41 CC
2 2019 60,09 B
3 2020 60,14 B
4 2021 60,54 B

Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam lingkup program mikro biasa
disebut sebagai Reformasi Birokrasi Internal (RBI).Pelaksanaan RBI yang
dilakukan pada periode 2016-2021 telah membawa perubahan yang cukup
signifikan dalam tata kelola Pemerintah Kota Solok. Gambaran berbagai

capaian indikator utama tergambar sebagai berikut:
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Capaian Indikator Utama Reformasi Birokrasi

No. Indeks Nilai Evaluasi/Predikat
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1s Indeks Reformasi Birokrasi - - 58,41 | 60,09 | 60,14 | 60,54
2. IKM Pelayanan Publik 74,09 | 68,10 | 85,69 | 78,88 | 88,31 | 82,86
3. Indeks Profesionalitas SDM - - - - 59,1 | 53,56
Nilai Evaluasi Akuntabilitas
4. ) 60,06 | 64,64 | 65,67 | 67.04 | 68,25 | 69,16
Kinerja Pemerintah (AKIP)
Nilai Evaluasi Kinerja
S. Penyelenggaraan Pemerintahan 3,07 | 2,98 | 3,17 } - B
Daerah (EKPPD)
. Indeks Pengelolaan Keuangan
' Daerah ) ) )
2 Tingkat Kematangan Level | Level | Level | Level | Level | Level
" | Implementasi SPIP 2 S 3,090 | 3,00 | 3,09 | 3,09
Indeks SPBE (Sistem
8. Pemerintahan Berbasis - - - 2,28 - 2,34
Elektronik)
9, Opini BPK WTP | WIP | WTP | WTP | WTP | WTP
Indeks Persepsi Anti Korupsi
10. - - - - - 83,87
(IPAK)
Indeks Persepsi Kualitas
11. . . . - . - | 82,13
Pelayanan Publik (IPKP)
12. | Survei Internal Organisasi - - - - - 71,74
Indeks Tata Kelola Pengelolaan
13. - - - - 30 68,82
Pengadaan Barang dan Jasa
Indeks Internal Audit
14. | Capability Model (Kapabalitas - - - - 3 3
APIP)
Kepatuhan terhadap Standar
15. ) - - 81,60 - - 7375
Pelayanan Publik
16. | Indeks Pelayanan Publik - - - - - 3,87
Nilai Indeks Pengawasan
17. ) - 39,95 | 53,80 | 66,34 | 66,34 | CC
Kearsipan
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2.2.

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa beberapa capaian indikator
reformasi birokrasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan akan
terus ditingkatkan sampai memperoleh nilai maksimal. Pemerintah Kota
Solok  berupaya agar dalam Pelaksanaan reformasi birokrasi dapat
memberikan dampak positif yang sebesar-besarnya kepada masyarakat
danjuga dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan. Dampak yang
sangat dirasakan antara lain :

a. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan semakin baiknya
persepsi kualitas pelayanan publik di Kota Solok.

b. Kinerja Pemerintah Kota Solok lebih terukur dan jelas, dan terus mengalami
peningkatan.Hal ini dapat dilihat dari capaian nilai SAKIP Pemerintah Kota Solok
dari tahun ke tahun.

c. Penyelenggara pelayanan publik yang selalu berupaya untuk meningkatkan
pelayanan dengan baik melalui inovasi-inovasi pelayanan publik yang
diluncurkan sehingga Kota Solok dijuluki dengan Lumbung Inovasi OPD se-
Sumbar dan sesuai dengan Penghargaan Inagara yang diterima oleh Walilkota

Solok dari Kemenpan RB.

Capaian Quik Wins Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2016-2021

Pada Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2016-2021, Pemerintah Kota Solok
telah menetapkan 12 (dua belas) Quick Wins (program percepatan) yang merupakan
bentuk aktivitas nyata yang cepat dirasakan manfaatnya. Quick Wins diperlukan
untuk memperoleh momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri untuk
selanjutnya melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan,
serta memberikan image atau kesan positif bagi pelaksanaan reformasi birokrasi
sehingga dapat menurunkan penilaian pesimis terhadap pelaksanaan reformasi
birokrasi dan terutama berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi,
nepoteisme (KKN) dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Capaian Quick Wins Pemerintah Kota Solok pada tahun 2016- 2021 dapat
dijelaskan sebagai berikut :
. SCANDAL TALAK, melakukan inventarisasi persuratan melalui scan
MANTRA, Manajemen Integritas dan Pertukaran Data
Solok di ujung jari
KAMI, Layanan Keamanan Informatika
I GRAB, Internet Gratis Area Bersama
EMIRA, Email Resmi Perangkat Daerah
KUMAN MATI, Kunjungan Kominfo tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi
KUPI MIC, Kunjungan Pelayanan Informasi Media Center
PANTURA, Pertunjukan Rakyat Solok

SO ey g RN
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10. SI JAKA, Aplikasi Penjadwalan Kepala Dinas
11. SI MESRA, Sistem Informasi Ruang Pertemuan Bersama
12. Klinik Konsultasi Pengawasan, bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah

Kota Solok terhadap permasalahan pengawasan.

Sementara, untuk capaian terhadap implementasi 8 (delapan) Area Perubahan
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Solok pada periode 2016-2021 dapat
disampaikan sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan
Bertujuan untuk menstransformasi system dan mekanisme kerja organisasi
serta mindset (pola pikir) dan cultureset (cara kerja) individu ASN menjadi lebih
adaptif, inovatif, responsive, professional, dan berintegritas sehingga dapat
memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang
semakin meningkat. Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini adalah:
a. Semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran pegawai
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi.
b. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pemerintah daerah yang semakin
meningkat, khususnya dalam merespon perkembangan zaman.
¢. Menurunnya Resistensi terhadap perubahan.
Budaya perubahan yang semakin melekat (ambedded) pada Pemerintah
Daerah.
Pada Pemerintah Kota Solok Manajemen Perubahan yang sudah dicapai dan
yang harus dibenahi adalah:
1) Reformasi Birokrasi
Untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi
yang telah disesuaikan dengan kebutuhan spesifikasi organisasi, namun belum
melaksanakan tugas sepenuhnya sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi,
baik dalam hal tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi rencana kerja
maupun hasil kerja dan belum sepenuhnya memahami Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Refromasi Birokrasi tersebut.
2) Road Map Reformasi Birokrasi
Road Map yang disusun telah mencakup 8 area perubahan dan Quickwins,
namun belum sepenuhnya unit kerja di Pemerintah Kota Solokdilibatkan dalam
penyusunan dan mendapatkan sosialisasi setiap tahun. Road Map tersebut
baru dievaluasi satu periode seharusnya evaluasi terhadap Road Map harus
dilaksanakan per triwulan.

3) Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
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Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) telah
direncanakan dan diorganisasikan, namun masih belum optimal. Selain itu,
belum seluruh tim assessor PMPRB telah mendapatkan pelatihan.
4) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja

Sebagian OPD telah memiliki Kelompok Budaya Kerja. Belum dibentuknya
sebagian besar role model aparatur sebagai wujud pembentukan Agent of
Change yang menjadi teladan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan
yang profesional, bersih dan akuntabel sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan

Bertujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/
kebijakan yang sifatnya menghambat. Selain melaksanakn deregulasi kebijakan,
kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan
efektitvitas pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan yang dikeluarkan. Target
yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a. Menurunnya tumpang tindih dan disharmonisasi Peraturan Perundang-
Undangan yang dikeluarkan oleh Instansi Pemerintah.

b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan
Pemerintah Daerah.

¢. Menurunnya kebijakan yang menghambat investasi/ perizinan/ kemudahan
berusaha.

Pada Pemerintah Kota Solok Penataan Peraturan perundang-undangan yang
dicapai dan yang harus diperbaiki adalah :

1) Harmonisasi telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap
peraturan perundangan-undangan di daerah yang tidak harmonis. Namun,
belum seluruhnya dilakukan revisi atas peraturan perundang-undangan yang
tidak sinkron serta menuntaskan harmonisasi Peraturan yang telah dibahas
oleh Pemerintah Kota Solok.

2) Sistem Pengendalian dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
Terdapat sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan yang
mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah/ keterangan akademik dan
persyaratan lainnya dan meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan

Perundang-undangan.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi
Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai dengan
kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing sehingga tercipta organisasi yang

tepat fungsi dan tepat ukuran. Selain itu, penataan dan penguatan organisasi juga
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diarahkan untuk menciptakan organisasi dengan berkurangnya jenjang organisasi.

Adapun kondisi yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a. Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi internal pemerintah
daerah.

b. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan
fungsi.

c. Terciptanya desain organisasi pemerintah daerah yang mendukung kinerja

dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja.

Pemerintah Kota Solok terhadap Evaluasi dan Penataan Telah dilakukan
evaluasi kelembagaan untuk menilai tugas, fungsi, dan ketepatan struktur
organisasi agar tidak ada duplikasi dan tumpang tindih tugas fungsi serta
kesalahan nomenklatur organisasi. Selain itu telah dilakukan evaluasi dengan
menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk dapat adaptif terhadap
perubahan lingkungan strategis. Adapun penataan dilakukan agar organisasi tepat
fungsi, tepat proses dan tepat ukuran.

4. Penataan Tatalaksana

Bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem, proses, dan
prosedur kerja pada Pemerintah Daerah.Salah satu yang perlu di ciptakan adalah
dengan menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang akan
menjadi acuan dalam integritas proses bisnis, data, infrastruktur, aplikasi, dan
keamanan SPBE untuk menghasilkan keterpaduan secara nasional. Adapun
kondisi yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan
manajemen Pemerintahan pada Pemerintah Daerah.

b. Terciptanya pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi yang akan
menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur, dan aplikasi
secara nasional.

¢. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi proses manajemen Pemerintahan.
Meningkatnya kinerja di Pemerintah Daerah.

Capaian Penataan Tatalaksana dan yang harus diperbaiki sebagai berikut:

1) Proses Bisnis dan SOP
Peta Proses Bisnis Pemerintah Kota Solok telah dibuat, namun untuk peta
proses bisnis OPD belum semua dijabarkan dalam SOP dan belum ada evaluasi
Peta proses bisnis yang selaras dengan SOP serta belum ada evaluasi terhadap
implementasui SOP seluruh OPD.

2) E-Government
Pengembangan e-government di Kota Solok telah dimulai dengan memanfaatkan

penerapan teknologi informasi. Secara spesifik telah dikembangkan e-
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procurement untuk mendukung pengelolaan sistem pengadaan barang dan jasa
yang lebih akuntabel. Pengembangan e-kinerja untuk mewujudkan
penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bermutu. Namun transformasi
digital dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik belum
dioptimalkan seperti pengembangan aplikasi teknis pada masing masing OPD
guna mempermudah pelayanan, dan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber
data yang terintegrasi.
3) Keterbukaan Informasi Publik

Sebagai implementasi dari kebutuhan informasi publik, Pemerintah Kota Solok
telah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah
(PPID Daerah). Selain itu, Pemerintah Kota Solok membuat website resmi
dilengkapi dengan sarana pengaduan masyarakat secara online melalui
www.solokkota.go.id dengan mendukung program Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan Layanan Aspirasi dan
Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) serta memperkuat kapasitas Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID). Namun perlu dioptimalkan terkait
proses monitoring, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan

informasi publik.

S. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia.

Bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur pada masing-
masing kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang dudukung oleh sistem
rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta
memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Kondisi yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pemerintah
daerah.

2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada
pemerintah daerah.

3. Meningkatnya disiplin SDM Aparatur pada pemerintah daerah.

4. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada pemerintahan daerah.

S. Meningkatnya profesionalisme SDM Aparatur pada pemerintahan daerah.

Pemerintah kota Solok dalam Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya

Manusia terdapat capaian dan perbaikan yaitu:

1) Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Kebutuhan Organisasi, Evaluasi
Jabatan, Penetapan Kinerja Individu, dan Sistem Informasi Kepegawaian
Perencanaan pegawai dan proyeksi kebutuhan pegawai 5 tahun telah disusun
dan diformalkan dengan telah disusunnya Analisis Jabatan dan Analisis Beban
Kerja serta Evaluasi Jabatan. Selain itu, semua kepala Organisasi Perangkat
Daerah (OPD) telah menandatangani Pakta Integritas dan Pejabat Tinggi
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2)

3)

6.

Pratama sampai dengan pelaksana, masing-masing telah menyusun dan
menetapkan Perjanjian Kinerja. Namun pengembangan SDM berbasis
kompetensi belum berjalan optimal keseluruh pegawai berdasarkan dan
kebutuhan pengembangan kompetensi. Sistem Informasi kepegawaian belum
dioptimalkan oleh seluruh unit organisasi dengan update data dan sebagai
bahan pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM.

Proses Penerimaan Pegawai Transparan, Objektif, Akuntabel dan bebas KKN,
Promosi jabatan. Penerapan seleksi tes CPNS yang transparan dan akuntabel
melalui penggunaan Computer Assisted Tes (CAT) dan penerapan sistem
promosi terbuka untuk jabatan pimpinan tinggi sudah berjalan namun belum
optimal.

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi dan Penegakan Aturan
Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku PegawaiPendidikan dan pelatihan pegawai
belum sepenuhnya didasarkan pada kompetensi jabatan dan belum
sepenuhnya didukung oleh anggaran yang mencukupi. Selain itu, belum
disusun Standar Kompetensi Jabatan secara keseluruhan. Adapaun terkait
penegakan aturan disiplin penilian kinerja pegawai sudah memanfaatkan
penggunaan teknologi informasi. Sistem Informasi kepegawaian belum
dioptimalkan oleh seluruh unit organisasi dengan update data dan sebagai
bahan pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM. Belum ada
evaluasi assessment seluruh pegawai dan evaluasi jabatan serta belum ada

evaluasi Penetapan kinerja Individu dengan penetapan Kinerja Organisasi.

Penguatan Akuntabilitas.

Bertujuan untuk menciptakan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah

yang akuntabel dan berkinerja tinggi.

Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini adalah:

) B

Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kinerja
organisasi.

Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam menetapkan strategi yang
tepat untuk mencapai tujuan organisasi.

Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pada pemerintah
daerah.

Capaian Penguatan Akuntabilitas dan perbaikannya adalah

1)

Keterlibatan Pimpinan Seluruh pimpinan terlibat secara langsung dalam
penyusunan Renstra, Penetapan/Perjanjian Kinerja, dan belum sepenuhnya
memantau atau mengevaluasi dan memutakhirkan pencapaian kinerja secara
berkala.

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja Seluruh OPD berupaya meningkatkan
kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan berpedoman pada
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7.

dokumen akuntabilitas kinerja. Sementara itu, penggunaan sistem pengukuran
kinerja berbasis elektronik belum optimal dalam menunjang pengukuran
kinerja pegawai.

Penguatan Pengawasan.

Bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih

dan bebas KKN pada pemerintah daerah. Target yang ingin dicapai melalui program
ini adalah:

Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terhadap pengelolaan keuangan
Negara oleh pemerintahan daerah.

Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing pemerintahan
daerah.

Meningkatkan sistem integritas di pemerintahan daerah dalam upaya
pencegahan KKN.

Pada Pemerintah Kota Solok capaian dan perbaiakan dalam area penguatan

pengawasan adalah:

1)

2)

3)

S)

6)

Belum terbangunnya atau rendahnya kesadaran ASN dalam melaporkan
gratifikasi.

Penilaian risiko dan Rencana Tindak Pengendalian sudah dilakukan oleh
Organisasi Perangkat Daerah di Kota Solok, namun belum diimplentasikan
dalam pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah sehingga
kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko masih belum optimal dalam
rangka penerapan SPIP yang baik di Kota Solok.

Telah tersusunnya Kkebijakan tentang Whistle Blowing System, namun
pelaksanan sosialisasi dan evaluasi belum berjalan secara optimal.

Belum optimalnya penanganan benturan kepentingan di seluruh wunit
organisasi Kota Solok.

Telah dilakukan pembangunan Zona Integritas namun belum secara intensif.
Evaluasi atas Zona Integritas dilaksanakan secara berkala namun hanya pada
unit kerja yang diusulkan. Belum terdapat unit kerja yang ditetapkan sebagai
“menuju WBK/ WBBM” hanya sebatas pengusulan unit kerja saja.

Seluruh fungsi APIP telah didukung dengan SDM yang memadai secara kualitas
namun belum didukung anggaran yang proporsional. Seluruh fungsi

pengawasan internal telah berfokus pada Client dan audit berbasis risiko.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada pemerintah

daerah sesuai kebutuhan harapan masyarakat. Target yang ingin dicapai melalui

program ini adalah:
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1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman,
dan lebih mudah dijangkau) pada pemerintah daerah.

2. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan
internasional pada pemerintahan daerah.

3. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pelayanan publik oleh pemerintahan daerah.

Capaian Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan perbaikan yang harus
diperhatikan adalah :

1) Telah terdapat kebijakan standar pelayanan, namun belum semua OPD
memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan dan pengaduan pelayanan
dan maklumat pelayanan. Budaya pelayanan prima sudah dijalankan namun
belum optimal, akan tetapi seluruh pelayanan dilakukan secara terpadu.

2) Pengelolaan pengaduan pelayanan publik sudah berjalan, namun belum
dilakukan secara optimal, khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil
tindak lanjut pengaduan pelayanan publik.

3) Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik

4) Hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di masing-
masing PD sebagian belum dibuatkan rencana tindak lanjut yang akan

dijadikan dasar bahan perencanaan perbaikan layanan.

2.3. Hasil/ Dampak Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Solok
Gambaran umum hasil/ dampak Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota
Solokperiode 2016-2021 dilihat dari 3 (tiga) capaian sasaran reformasi birokrasi
nasional: 1) Birokrasi yang bersih dan akuntabel; 2) Birokrasi yang efektif dan
efisien; dan 3) birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Sebagai
baseline, maka akan diuraikan pencapaian dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
Pemerintah Kota Solok pada periode 2016-2021 sebagai berikut:

1. Birokrasi yang bersih dan Akuntabel

Secara umum, Pemerintah Kota Soloktelah melakukan reformasi dalam
mewujudkan Pemerintah Daerah yang bersih dan akuntabel. Berbagai hal yang
telah dicapai oleh Pemerintah Kota Solok:

a. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) telah memberikan
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kota Solokselama 6
tahun berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota
Soloktahun 2016 -2021;

b. Pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggaraan Negara (LHKPN), telah (100%) menyerahkan laporan yang
dimaksud kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai wujud

transparansi penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah;
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Pemerintah Kota Solok sudah menerapkan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) dan hal ini akan terus ditingkatkan pelaksanaannya;
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP
Kota Solokpada Tahun 2021 sudah mencapai B (69,16) yang menunjukkan
tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran masih rendah jika
dibandingkan dengan capaian kinerjanya.

Pemerintah Kota Soloksarana pengaduan masyarakat secara online
melaluiwww.solokkota.go.id dengan mendukung program Sistem Pengelolaan
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) LAPOR;

Penerapan teknologi informasi di Kota Soloksudah dimulai dengan
pengembangan e-government. Secara spesifik telah dikembangkan e-
procurement untuk mendukung pengelolaan sistem pengadaan barang dan jasa
yang lebih akuntabel. Selain itu pemantapan e-kinerja untuk mewujudkan

penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bermutu.

Birokrasi yang efektif dan efisien

Dalam kaitannya dengan Reformasi Birokrasi yang efektif dan efisien, capaian

pada periode 2016-2021 antara lain:

a.
b.

Semua kepala Perangkat Daerah telah menandatanganiPakta Integritas;

Pejabat Tinggi Pratama sampai dengan Eselon IV, masing-masing telah
menyusun dan menetapkan Perjanjian Kinerja;

Sebagai implementasi dari kebutuhan informasi publik, Pemerintah Kota Solok
telah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah
(PPID Daerah);

Berdasarkan LPPD tahun 2018 mendapat Prestasi Kinerja dengan nilai 3,17;
Seluruh Perangkat Daerah telah dilakukan Analisa Jabatan dan Analisa Beban
Kerja serta evaluasi jabatan;

Berdasarkan data hasil dan capaian kinerja seluruh Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Solok, maka diperoleh tingkat efisiensi kinerja
terhadap 23 sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja
tahun 2020 dengan uraian setiap tingkat capaian kinerja 23 sasaran strategis,
dengan 8 indikator berhasil sangat baik, 8 indikator berhasil dengan baik, 3
indikator berhasil dengan cukup, 4 indikator dengan berhasil kurang baik.
(SAKIP).

Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
Dalam kaitannya dengan reformasi birokrasi yang memiliki pelayanan publik

yang berkualitas, capaian pelayanan publik di Kota Soloksebagai berikut:
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Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap 10 (sepuluh) OPD di Pemerintah
Kota Solok, dan pelaksanaan lokakarya perbaikan layanan melalui partisipasi
masyarakat.

Terlaksananya sosialisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Terlaksananya updating operasional SIAK dan updating pemeliharaan SIAK.
Terlaksananya sumber informasi kependudukan.

Tersedianya profil perkembangan kependudukan.

Peningkatan aksebilitas data kependudukan secara cepat dan akurat.
Persentase pelayanan akte Capil.

Persentase peningkatan manajemen mutu pelayanan kependudukan.
Terlaksananya pelayanan jemput bola dokumen kependudukan.

Terlaksananya pelayanan penertiban akta kelahiran sesuai prosedur dan
ketentuan berlaku.

Terelaknanya kegiatan monitoring dan kegiatan evaluasi terhadap pendidikan
anak berkebutuhan khusus/ inklusif di Kota Solok.

Terlaksanya pembibitan sentra olahraga SD dan SLTP

m. Terlatihnya petani dlam penanganan pasca panen produk pertanian

Terlaksanya pendampingan, pelatihan implementasi dan audit SOP standar
ISO 9001: 2015

terlaksananya Survey Indeks Kepuasan Masyarakat.

Penertiban izin di bidang penanaman modal

Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja bagi tenaga kerja usia
produktif.

Pelatihan kerja magang dalam daerah.

Terlaksananya sosialisasi berbagi  peraturan pelaksanan  tentang
ketenagkerjaan melalui bimtek.

Peningkatan kualitas dan pengelolaan pelayanan publik dan pengendalian
produksi dan distribusi sembako lainnya kepada masyarakat umum.
Terlaksananya pembinaan P2TP2A.

Tersedianya sarana operasional kader BKL

Peningkatan keterampilan kader BKL dalam melakukan pembinaan.
Terlaksanya koordinasi Kantibmas di Kecamatan serta terlaksanya
pemantauan/ survey lapangan terhadap kondisi kantramtibmas di wilayah

kecamatan Tanjung Harapan.

Selain hal tersebut diatas, terdapat hasil evaluasi Program dan Rencana Aksi

Reformasi Birokrasi Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :
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No

Sasaran
Reformasl
Birokrasi

BIROKRASI
YANG
BERSIH
DAN
AKUNTABEL

Perubahan

Mental
Aparalur

renanggung

RENCANA AKSI CAPAIAN ROAD MAP DAN RENCANA YAD Jawab
Waktu Pelaksanaan Rencana
Inovasl yang
e Hagistan Hal - Hal Yang Hasil Yang g Ukuran Hasll¥a10 | Hagilyang belum s i
2016 | 2017 | 2018 | 2010 | 2020 | 202 Dicapai Diharapkan (Masalah) Keberhasiian tercapal e pencapalan
dimasa yang
datang
Peningkatan Pendidikan \" v Meningkatkan Meningkatkan Masih Tingkat Meningkatnya | Belumoptimainya  |Meningkatkan BKPSDOM
Kapasitas dan molivasi kinerja aparatur rendahnya capaian motivasi pencapaian kegialan |motivasi kinerja
Sumber Pelatihan aparalur motivasi kinerja kinerja karena adanya aparatur melalui
Daya Teknis khususnya aparalur kegiatan dan | aparatur refocussing pelatihan secara
Aparalur Tugas dan pejabat Eselon sehingga realisas Eselon llibdan | anggaran berjenjang
Fungsi bagi Wb dan berpengaruh keuangan lilfa
PNS Daerah Eselon lllfa terhadap
(Dikdat dalam kinerja
Revolusi melaksanakan
Mental bag! tugas pokok
Pejabat dan fungsi
Eselon Ilib
dan Eselon
ia)
Masih
rendahnya
pemahaman
terhadap
pelaksanaan
tugas pokok
dan fungsi
Diklat MPP i v Terbukanya Meningkatkany Adanya rasa Motivasi Meningkatnya | Munculnya motivasi  |Melaksanakan BKPSDM
wawasan amotivasi tidak percaya menghadapi | motivasi dan kewirausahaan pelatihan
aparatur yang aparatur yang diri dan masa wawasan ASN kewirausahaan
akan akan rendah din pensiun yang sehingga lelap
memasuki menghadapi dari aparatur memasuki produktif diusia
masa pensiun masa pensiun yang akan masa pensiun pensiun
memasuki
masa pensiun
Pembinaan Proses v Y Penanganan Berkurangnya Perunya Menurunnya | Terlaksananya | Masihbanyaknya  |Aplikasi untuk BKPSDM
dan Penanganan kasus-kasus tingkat pembinaan lingkat penjatuhan OPD yang tidak memfasilitas
Pengembang Kasus - pelanggaran pelanggaran kepada pelanggaran | hukuman memproses proses
an Aparatur kasus disiplin dan disiplin aparalur di disiplin disiplin bagi penjatuhan penjatuhan
Pelanggaran kasus-kasus aparalur masing- aparalur ASN yang hukuman disiplin disiplin ASN
Disiplin PNS kepegawaian masing OPD melanggar bagi PNS nya yang
lainnya dan disiplin melanggar hukuman
pengawasan disiplin
langsung dari
atasan
langsung
Promosi Peningkatan iy iy v ) v v Jumlah 54 orang Kurangnya Tingkat Dinas
kesehalan Pendidikan peningkatan pengetahuan pengetahua Kesehalan
dan Tenaga pengetahuan petugas n pelugas
pemberdaya Penyuluh petugas penyuluh
an Kesehatan penyuluh
masyarakal
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Jumiah 39 orang Kurangnya Peningkatan
peningkatan pengetahuan pengetahua
pengetahuan kader n kader
kader Poskaskel Poskeskel
poskeskel dan
petugas
poskeskel
Jumiah 363 orang Kurangnya Peningkatan
peningkatan pengetahuan pengelahua
pengetahuan Kader n Kader
kader Posyandu Posyandu
posyandu
- Jumigh 523 orang Kurangnya Pelatihian
pelatihan jumiah Dokter dokter kecil
dokter kecil Kecil
2 Pengawas Peningkalan Pelaksanaa Terlaksananya Menurunnya PKAT yang Perseniase | Sudah Belum 100% PKAT | Membuat PKAT | Inspeklorat
an Sistem n pemeriksaan temuan yang berbasis fisiko kasus tercapai terlaksana yang berbasis
Pengawasan Pengawasa berdasarkan berindikasi pengaduan | PKAT97% isiko
Internal dan nIntemal PKAT dan keruglan yang masuk
Pengendalia Secara Audit Kinerja daerah/ negara ke
n Berkala pada seluruh Inspektorat
Pelaksanaan perangkal Daerah
Kebijakan daerah ditindaklanju
KOH i
Pemahaman
SDM tentang
Audit Kinerja
Penanganan Terselesaikan Tertindaklan]uti Kompetensi Persentasi 6 Kasus Menindaklanjut | Inspeklorat
Kasus nya kasus kasus yang SOM tentang kasus i Pengaduan
Pengaduan pengaduan dilaporkan ke audil Inspklorat masyarakal
i Inspektorat investigasi Daerah
Lingkungan Kota Solok dan analisis ditindaklanju
Pemerintah masalzh ti
Daerah Kola kurang paham
Solok
Pelathan Meningkatnya Tergantung Jumlah 85% yang Belum 100" % Mengikuli diklat
Teknis pengetahuan padaisu-isu paserla mengikuli mengikuti bimtek  |baik secara
Pengawasa aparalur nasional dan yang pelatihan onling dan
ndan Pemerintah daerah mengikuti offiine
Penilaian Kota Solok terhadap pemantapan
Akuntabilitas tentang pelatihan materi
Kinerja Pengawasan teknis yang pengawasen
dan diberikan dan
Akuntabilitas akunlabllitas
Kinerja kinerja
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Pengendalia Sosialisasi + iy A Vv v - Terlaksananya Meningkalnya Aparatur yang Jumizh Inspeklorat
n Intemn dan SPIP sosialisasi pamahaman sudzh dibekali paserta
Penegakan SPIP aparatur sering tidak sosialisasi
Etika perangkat tepat waklu dan
Pemerintah daerah tenlang menyampaika dokumen
Daerah SPIP n dokumen SPIP
SPIP
Penilaian Meningkatnya Aparatur Level 3 Level 3 Belum dangan SPIP | Menilai kembali | Inspektorat
Maluritas level penilaian Perangkal terintegrasi dengan SPIP
SPIP maluritas Daerah lerintegrasi
kurang paham
terhadap
dokumen-
dokumen yang
berhubungan
dengan
penilaian
Maturitas
SPIP
Pelaksanaa v K v \ v Vv | - Teraksananya Terciplanya Aparatur dan Jumlah Inspeklorat
n penegakan tatanan masyarakal peserta
Penegakan Etika beretka yang kurang sosialisasi
Etika Pemerintah baik di Kota kesadaran
Pemerintah Daerah Solok terhadap
Daerah berupa terwujudnya
sosialisasi, etika
supervisi, dan Pemerintah
penyelesaian Daerah
perkara
dilingkungan
PNS, DPRD,
dan
Masyarakat
Jumiah
pengaduan
Jumiah
pelanggaran
Peningkatan Tindaklanjut | v v B V v - Teraksananya Teinventarisir Sarana dan % temuan 83% Belum tercapai 85% | Monitoring dan | Inspektorat
sistem hasil temuan penyelesaian bukti prasarana yang selesai evaluasi
Pengawasan pengawasan TLHP lindaklanjut untuk ditindaklanju
Intemal dan menyimpan ti
Pengendalia bukti
n tindakdanjut
pelaksanaan tidak memadai
kebijakan
KDH
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Program Pengendalia Diketahui Kelersesuaian Ketidak Tingkat Bagian PAP
Evaluasi dab n realisasi fisik realisasi yang sesuaian akuntabilitas
Pelaporan administrasi dan keuangan dilaporkan anlara kinerja OPD
Penyelengga dan program liap bulan dengan realisasi
;;’ﬂ“ ik realisasi laporan
emenn lapangan dengan
Daerah laporan dari
OPD
Ketepatan Penyampaian
wakiu laporan dani
penyampaian waklu yang
laporan dari telah
OFD ditentukan
Evaluasi dan Melakukan Telah Monitoring Peningkatan Tersedianya Bagian PAP
Pelaporan survey dan dilakukan kegiatan saranadan sarana dan
penyelenggar monitoring monitoring pelaksanaan prasarana prasarana
aan pelaksanaan terhadap pekerjaan fisik pendukung pandukung
Pemerintah pekerjaan pekerjaan fisik konstruksi dan kegiatan dalam
Daerah fisik konstruksi identifikasi survey dan melakukan
kontruksi permasalahan monitoring survey dan
yang ada monitoring
dilapangan
Peningkatan Intensifikasi - Pemungutan Meningkatnya Kesadaran Pencapaian | Tercapainya Realisasi masing-  [Kerjasama BKD
dan pemungutn pajak dan realisasi PBB masyarakat target target realisasi | masing kelurahan  |dengan OPD
pengembang pajakiretribu retribusi untuk realisasi PBB P2 belum 100% dan lembaga
an si daerah daerah membayar PBB- P2 lainnya dalam
pengelolaan PBB peningkatan
pendapatan pelayanan pajak
daerah daerah
Pendistribusia Dala piutang
n SPPT PBB- PBB - P2 yang
P2 akurat
- Pendampinga Pendampingan Pendampinga Pendamping | Terdistribusiny | Belum Pemutakhiran
n Pendistribusian n an aSPPT FBB lerdistribusikannya ‘daﬂ Peladata
Pendistribusia SPPT PBB - Pendistribusia Pendistribusi | lebih awal oleh | SPPTPBBsecara  |Blok PBB P2
n SPPTPBB - P2oleh n SPPT PBB - an SPPT Petugas keseluruhan
P2 oleh staf..... P2oleh PBB- P2
staf...... staf...... oleh
staf......
Pemberian Pemberian Pemberian Pemberian Meningkatnya | Seluruh Sistem
Rewad pada Rewad pada Rewad pada Rewad pada | kesadaran pembayaran Pajak  |pembayaran
walib pajak walib pajak wajib pajak walib pajak wajib Pajak daerah dilakukan Pajek secara
daerah terbak dasrah lerbalk daerah terbak daerah Daerah secara online Online
lerbaik
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Pemungutan Pemungutan Pemungutan Pemungutan | Terpungulnya Belum seluruhnya  |Melakukan
tunggakan funggakan tunggakan tunggakan funggakan Tunggakan Pajak Himbauan
pajak/ retribusi pajak/ retribusi pajak/ retribusi pajak/ Pajak Daerah Daerah dapat kepada WP
daerah daarah daerah retribusi terpungut untuk
daerah melakukan
Pembayaran
|secara Online
Inventaris Inventaris Inventaris Inventaris Sudah Penghapusan data  |Melakukan
Penghapusan Penghapusan Penghapusan Penghapusa | fernvenlarisim | Piutang PBByang  |Penghapusan
Dala Piutang Dala Piutang Data Piutang nDala yadata sudah Kadaluarsa  |Piulang PBB
PBB- P2 PBB- P2 PBB- P2 Piutang Piutang PBB yang sudah
PBB- P2 P2 kadaluarsa
Peningkatan, Tindak lanjut v Terlaksananya Tersedianya Belum Kepulusan | - Telah Gelar BKD,
pengembang hasil temuan Tuntutan dala personal optimanya Walikola membentuk Pengawasan Inspektorat
an, dan pengawasan Perbendahara TGR pembahasan tentang TGR | MPKD{Majelis
pengendalian an/ Tuntutan TGR dalam Penyelesaian
pertanggung] Ganti Rugi rapat majelis Kerugian
awaban Daerah)
pengelolaan -Telah
keuangan melaksanakan
daerah rapal TGR
-Tersedianya
data TGR Kota
Solok
Peningkatan Pemutahiran Pemuklahiran Data objek/ Terdapatnya Tersedianya | Tersedianya Belum Menerapkan BKD
dan ZNT dan dala ZNT PBB subjek PBB data data data diterapkannya hasil  |hasil
pengembang Re- dass P2 telah sesual objek/subjek objekisubjek | Pemutakhitan | pemutakhiran ZNT  |pemutakhiran
an NJOP PBB dengan NJOP yang ganda PBB-P2 Dala ZNTPBB | PBBP2 INT PBB P2
pengelolaan sekior PBB-P2 dan tidek P2
pendapalan perkolaan ditemui
dasrah
- Re-Class
NJOP PBB-
P2
Pemuktahiran
data
objek/subjek
PBB-P2
Akuntabilit Evaluasi dan Koordinasi - Telah Belum Nilai tingkat Tingkat Telah Belum sesuainya Pimpinan OPD ;
as Pelaporan Penyusunan lersusunnya sesuainya data akuntabilitas akuntabilitas | tersusunnya data yang terlibat aktif Qrganisasi
Penyelengga Laporan LKJ dan PK yang kinerja kinerja LKJ dan PK disampaikan oleh dalam
raan Kinerja Kota Solok disampaikan mengalami mendapatka | Kota Solok unit kerja dengan pelaksanaan
Pemerintah Pemerinlah oleh unit kerja peningkatan nnilai A ketentuan yang program/kegisla
Daerah Daerah dengan alau BB ditetapkan n dalam
kelentuan yang pencapaian
ditetapkan kinerja.
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- Tingkat Tingkat Penyampaian data
akuntablilas akuntablitas dari unit kerja yang
kinerja kinerja tidak tepat waktu,
mendapatkan mendapatkan dengan waklu yang
nilai B oleh nilai B oleh telzh ditetapkan.
Kementerian Kementerian
Pendayaguna Pendayagunaa
an n
Peningkatan Penyusunan - Tersusunnya Meningkatnya Terambatnya Tersedianya Bag. Program
pengembang laporan laporan nilai kegiatan yang laporan dan Keuangan
an sislem kinerja Keuangan akuntabilitas dilaksanakan keuangan di
pelaporan keuengan Sekrelariat kinetja pada bagian lingkungan
capaian SKPD Daerah Sekretariat
kinerja dan Daerah
keuangan
Pengelotaan - Terleksananya Meningkatnya Masih adanya Pelaksanaa Bag. Program
pengendalia tertib pemahaman pelaksanaan n kegiatan dan Keuangan
ndan administrasi terhadap kegiatan yang yang sesuai
evaluasi pengelolaan pengelolaan tidak sesuai dengan time
administrasi keuangan keuangan dengan time schedule
keuangan Sekrelarial schedul
Daarah
Peningkatan Sosialisasi Terlaksananya Meningkainya Jumlah Masih rendahnya Menyampaiska | Inspeklorat
Zona gratifixasi sosialisasi pemhamanan peserla kesadaran ASN n melalui media
Integritas dan gratifikasi aparatur sosialisasi dalam melaporkan  |masa
Penanganan tentang Cratifikast
Gratifikasi gratifikasi
Pengendalia Pembentukan Kurangnya % laporan Inspektorat
n gratifikasi dan monitoring pemahaman grafifik asi
uPG anggota unit yang
gratifikasi diteruskan
ke KPK
Sosialisasi - Penentuan Meningkatnya Kurangnya Jumizh Inspeklorat
zona Perangkat pemahaman pemahaman peserta
integritas Daerah yang aparatur aparatur soslalisasi
dan unit akan lenlang zona tentang zona
kerja yang dicanangkan integritas integritas
mendapatka Zona
n'WBBM Integritas
Sosialisasi Terlaksananya Meningkatnya Kurangnya % ASMyang | 90% Belumseluruhnya | Moniloring dan | Inspektorat
LHKPN dan sosialisasi aman kesadaran wajib lapor ASn yang evaluasi
LHKASN LHKPN dan LHKPN dan wajib laporan menyampaik melaporkan LHKPN
LHKASN LHKASN dan ASN an LHKPN
untuk
melaporkan
LHKPN dan
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LHKASN % ASN yang Belum seluruh ASN | Moniloring dan Inspektorat
menyampaik yang melaporkan avaluasi
an LHHKASN LHKASN
Pengendalia y - Teraksananya Meningkatnta Dokumen % Perangkat Reviu dengan Inspeklorat
n reviu LKPD, kualitas perencanaan Daerah yang memakai system
manajemen SAKIP dokumen sering tidak perencanaa perencanaan
pelaksanaan Pemda, RKA perencanaan disampaikan n sesuai dan pelaporan
kebijakan Perangkat ke Inspektorat denga
KDH Daerah, untuk direviu aluran yang
Perubahan beriaku
RKA PD,
RKPD,
Perubahan
RKPD. Renja
Perangkal
Daerah,
Perubahan
Renja
Perangkat
Daerah,
KUAPPAS,
Perubahan
KUA PPAS,
RPJP, dan
Evaluasi Lakip
OPD
v - HKapabilitas Meningkatnya Terdapat Kapabililas Level 3 Level 3 Inspekiorat
APIP kapabilitas dokumen- APIP level 3
ARIP dokumen
pandukung
untuk
kapabilitas
APIP tidak
berlemu
Evaluasi dan Penyusunan v - Tersusunnya Data yang Laporan Tersedianya Inspekiorat
Pelaporan laporan hasil laporan hasil diharapkan belum laporan
penyelenggar pelelangan pelelangan cepat disgjikan realisasi
aan lewan online hasil
Pemerintah pelelangan
Daerah
Peningkatan Penyusunan - Terlaksananya Tersedianya Masih Tersedianya Belum tercapainya BKD
pengembang laporan penyusunan: kesesuaian kurangnta datarealisasi | realisasi anggaran
an sistem kinerja data target ketersediaan anggaran sesual target
pelaporan keuangan pandapatan dala piutang pandapatan
kinerja dan daerah dan belanja pajak deerah dan belanja
kewangan dengan daerah
realisasi
anggaran
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LRA dan LO Tersedianya
bulanan data piutang-
dala piutang
pajak daerah
LRA triwulan Penyusunan
Laporan
Keuangan
telah sesvai
Standar
Akuntansi
Pemerintah
Laporan Penyusunan
semester Laporan
keuangan pertanggungja
waban
pelaksanaan
program
kegiatan
sesual aturan
- LKPDBKD
- Laporan
Kinerja (LKJ)
LKPJ dan
LPPD
Laporan
realisasi fisik
kegiatan
Peningkatan, Penyusunan Terlaksananya Laporan Belum Kualitas LKPD yang Regqulasi BKD
pengembang rancangan : Keuangan optimainya laporan sudah penyusunan
an, dan peraluran Pemerintah ketersediaan kevangan tersusun lepal | Laporan keuangan
pengendalian daergh Kota Solok data barang dan kinerja waklu dan yang sudah sesuai
pertanggung perlanggung yang akural, milik daerah yang akural sesuai dangan | dengan regulasi
awaban jawaban {ransparan, pada SAP keuangan
pengelolaan tentang dan akuntabel Perangkat terbaru(Kebijakan
keuangan pelaksanaan Daerah dan sislem
daerah APBD akuntansi keuangan
daerah)
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Pemerintah
Daerah
{LKPD)
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Penyusunan
Ranperda
lentang
perlanggungja
waban

pelaksanaan
APBD

Penyusunan
Perda tentang
pertanggungja
waban
pelaksanaan
APBD TA

Penyusunan
Laporan
Kinerja SKPD
TA

Penyusunan
Laporan
Keuangan
BUMD

Penyusunan
Nota
Keuangan

Pertanggungja
waban
Pelaksanaan
APBD
semesler dan
Prognosis 6
bulan
berikutnya

Penyusunan
Laporan
Realisasi
Triwulan
APBD

Pendampinga
n LKPD Kola
Solok berbasls
akrual

WTP § (Lima)
Kali Berturut-
turul
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Penyusunan Penyusunan Dekumen Kelepatan Bendahara BKD
rancangan Rancangan realisasi waklu Pengeluaara
peraluran Peraturan anggaran yang penyelesaian n
Wallkola KDH tentang akurat SPJ oleh menyelesaik
tentang penjabaran Bendahara an
penjabatan pelaksanaan pada administrasi
pertanggung APBD Tahun Perangkat keuangan
jawaban 2016 Daerah pada
pelaksanaan Perangkat
APBD Daerah telah
paling
lambat
tanggal 31
Desember
Penyusunan Peraturan
sistem dan KDH lentang
prosedur penjabaran
pengelolaan pertanggungja
waba
pelaksanaan
AFBD Tahun
2016
Terlaksananya Perangkat Bendahara Surat BKD
review Daerah harus Pengeluaran Perlanggung
Peraturan mempedomani belum jawaban dan
Walikota Solok sistem dan memahami Bendahara
tenlang prosedur dalam tentang sistem Pengeluaran
Sistem dan pengelolaan dan prosedur telah sesuai
Prosedur keuangan pengelolaan dengan
Pengelolaan keuangan Sisdur
Pendapatan, pengelolaan
Keuangan dan keuangan
Barang Milik
Daerah
Peningkatan Peningkatan - Laporan Masih Tersedianya | - Tersedianya | Laporan BMDbelum [Penerapan E- BKD
dan manajemen Semester kurangnya Buku Buku tersgji dalam sistem  |BMD
pengembang aself barang Barang Milik kemempuan Inventaris Inventaris secara cepat dan
an daerah Daerah pengurus Barang Milik | Barang Mitk akurat
pengeiolaan - Buku barang dalam Daerah Daerah
asel dasrah Inventaris memahami - Tersedianya
Barang pelaksanaan Laporan
- Buku Hasil administrasi Semester
Penggandaan pangelolaan BMD dan
BMD Tahunan
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BIROKRASI
YANG
EFEKTIF
DAN
EFISIEN

4

Kelembag

Evaluasi dan
Pelaporan
penyelenggar
aan
Pemerinlah
Daersh

Melaksanak - Telah Meningkatnya Tipelogi OPD Tersedianya
an Evaluasi tersusunnya kinarja aparatur belum sesuai Perda
Organisasi Peraturan dangan beban tentang
Perangkat Daerah Kota kerja Perangkat
Daerah Solok No 6 Daerah

Tahun 2016 berdasarkan

lentang PP 18

Pembentukan Tahun 2016

dan Susunan

Perangkal

Daerah
Melaksanak Perwako No. Meningkatnya Nomenkdetur Penerbitan
an 35 Tahun kelepatan jabatan masth Perwako
Penyusunan 2016 tentang ukuran, adayang tentang
Anglisa Kedudukan, ketepatan belum sesua Urtusi dan
Jabatan Susunan fungsi dan penerimaanya TalaKerja

Organisasi, sinergisme OFD

Tugas dan

Fungsi serta

Tata Kerja

Sekrelariat

Daerah, Staf

Ahli,

Sekrelariat

DPRD dam

Inspektorat
Melaksanak Perwako No. Menurunnya Belum seluruh Tersusunny
an 36 Tahun tumpang tindih OPD mengisi aPeta
Penyusunan 2016 tentang {ugas dan data analisis Jabatan,
Analisa Kududukan, fungsi antar jabatan dan Anglisa
Beban Kerja Susunan OPD analisa beban Jabatan,

Organisasi, kerja ABK pada

Tugas dan sistem

Fungsi Serta

Tata Kerja

Dinas Daerah
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Peraturan
Dasrah Kota
Solok Nomor 5
Tahun 2016
tentang
Pembentukan
dan Susunan
Perangkat
Daerah
sebagaimana
telah diubah
dengan
Peraturan
Daerah Kota
Solok Nomor 2
Tahun 2021
lentang
Perubahan
Alas Peraturan
Daerah Kota
Solok Nomor 5
Tahun 2016

Perwako
fenlang
Kedudukan,
Susunan
Organisasi,
Tugas dan
Fungsi serla
Tata Kerja
sebanyak 18
perangkat
daerah yang
lelah
disederhanaka
n

Data anjab
Abk dari
perangkat
daerah

Evaluasi/Perubahan
kedua Peraturan
Daerah Kota Solok
Nomor § Tahun
2016 tentang
Pembentukan dan
Susunan Perangkat
Daerah

Perwako tentang
Kedudukan,
Susunan
Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta
Tala Kerja sebanyak
9 perangkat daerah
yang belum
disederhanakan

Anjab Abk belum
maksimal karena
ferjadi perubahan
SOTK dan reformasi
birokrasi

Penyesuaian
dengan
peraturan
perundang-
undangan
terbaru

Penyusunan
Perwako tentang
Kedudukan,
Susunan
Organisasi,
Tugas dan
Fungsi serta
Tata Kerja
sebanyak 9
perangkal
daerah yang
belum
ldisederhanakan

Anjeb Abk yang
disesuaikan
denga peraluran
perundang-
undangan
terbaru

Bag.
Organisasi




Perwako No.
37 Tahun
2016 tentang
Kedudukan,
Susunan
Organisasi,
Tugas dan
Fungsi serla
Tata Keija
Badan Daerah

Perwako
No.38 Tahun
2016 tentang
Kedudukan,
Sususnan
Organisasi,
Tugas dan
Fungsi Serta
Tala Kerja
Kecamatan

2

Pendidikan
Anak Usia
Diri

Pengadaan
Perlengkapa
n Sekolah

Tersedianya
sarana dan
prasarana
serfa alat-alat
penunjang
kegiatan
pembelajaran
bagi anak
berkebutuhan
khsus/ inklusif

Adanya
penunjang
kegiatan
pembelajaran
terhadap
pemaharnan
peserta didik
anak
berkebutuhan
khusus /
inkdusif pada
kegiatan
pembelajaran

Penyesuaian
penggunaan
sarana dan
prasarana
serla aat-alat
oleh anak
berkebutuhan
khusus/
inklusif

Tersedianya
sarana dan
prasarana
serta alal-
alat
penunjang
pendidikan
bagi anak
berkebutuha
n khusus/
inklusif

Dinas
Pendidikan
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Pengembang Fasilitasi Penyeluran Terbenluknya Kelembagaan Tingkat Bag. )
an kemitraan pengemban dana UMKM di LP2EM penyel uaran Perekenomian
Pemerintah gan modal pemberdayaa bidang sebagai dan
Daerah dan usaha bagi n ekoonomi permodolan lembaga yang panagihan
UMKM UKM masyarakat dalam bertugas DPEM
untuk pengembangan untuk mencapai
perkuatan usaha menyalurkan
permodolan dana
pemberdayaa
n ekonomi
masyarakat
harus
disesuaikan
dengan
aturannya
berdasarkan
Permendagri
No. 12 Tahun
2017 tentang
Dinas/ Teknis
Berkurangnya
penagihan
tunggakan
dana bergulir
kepada
masyarakat
Dokumen
laporan
Pengualan Koordinasi Meningkatnya PUU Belum Memperkuat Dinas PPA
kelembagaan penguatan pemahaman merupakan seragamnya kehidupan
pengarusula kelembagaa bagi OPD upaya untuk pemahaman sosial publik
maan n lentang PUU menegakkan tentang PUU dan ekonomi
Gender dan pengarusula hak perempuan di OPD di sualu
Anak maan dan laki-laki Kota Solok barang
Gender serla
kesempatan
yang sama,
pangakuan
yang sama dan
panghargaan
yang sara di
masyarakat
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Pemenuhan Fasiti?asi Kota Solok Terwujudya Belum Meningkatny Dinas PPA
Hak Anak terwujudnya mendapatkan Kota Sokok maksimainya a peringkat
dan kola layak penghargaan menuju kota upaya penghargaa
Perdindungan anak (KLA) Kola Solok layak anak pemenuhan n KLA dari
Anak menuju kota hak anak, Pratama-
layak anak karna masih Madya-
minimnya Nindya
dana kegialan
Sosialisasi
KLA bagi
OPD dan
lembaga
masyarakal,
dunia usaha
Rekor
Gugus lugas
KLA Kota
Solok
Penyusunan
Dokumen/
Bahan
Evaluasi
KLA
Fasilitasi - Pelatihan Tertampungny Masih Adanya Dinas PPA
hak sipil dan pemenuhan aasprasi dan minimnya dan uang
kebebasan hak partisipasi suasana anak untuk bermain
anek anak di... pemenuhan ramah anak
hak anak di Kota
untuk Solok
Pelayanan Pelayanan Jumizh Masih adanya Jumlah Dinas
Kesehatan Jaminan masyarakat masyarakat masyarakat Kesehatan
Penduduk Kesehatan miskin yang miskin dan miskin dan
Miskin Daerah mendapal JKN tidak mampu tidak mampu
yang belum yang masuk
Jumigh masuk JKN JKN
masyarakal
miskin yang
tidak ada
jaminan
kesehatan
mendapatkan
bantuan biaya
layanan
kesehatan
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Jumlah

masyarakat
miskin yang
ada jaminan
kesehatan
menerma
bantuan biaya
lanjulan
- Jumiah
masyarakat
yang paham
fentang
pemanfaatan
. JKN
Peningkalan Pemberdaya - Jaminan Meningkatnya Terlaksanan Kec. Tahar
Keberdayaan an Lembaga Kelompok Pelayanan ya Kegialan
Masyarakal dan Binaan Lembaga RT/RWW dan
Organisasi Lembaga Kemasyarakala LPMK
Masyarakat Pemberdayaa n Kepada Tingkat
Keturahan n Masyarakat Masyarakat Kelurahan
(LPM) dan Tingkal
Kola
5  Talalaksan Evaluasi dan Bimtek SOP
a Pelaporan
penyelenggar
aan
Pemerintah
Daerah
Penelapan
Perwako
tenlang SOP
Reviu dan - Telah Meningkatnya Masih Tersusunny Tahun 2017 Revisi SOP Membentuk Tim | Bag.
Evafuasi tersusunnya efisiensi kurangnya aaluran telah disusun terhadap Kota guna Organisasi
sop Standar penyelenggara kemampuan SOPyang | SOPtethadap | penyesuaian percepatan
Operational an birokr asi aparatur efektif dan 31 0PD nomenklatur baru  |penyusunan
Prosedur melalui dalam jelas dan panyetaraan SOP OPD/Unit
(SOP) kemampuan memahami (Perwiako) jebalan, Layanan
penyelenggara dan dan
an Tugas pemahaman mengimpleme
Pokok dan aparatur dalam ntasikan SOP
Fungsi di 31 pelaksanaan yang lelah
OPD pekerjaan ditetapkan
berdasarkan
SOP
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Terlaksanan | Telah
ya Reviu dilaksanakann
terhadap ya Monitoring
SOP yang dan Evaluasi
telah SOP terhadap
disusun seluruh OPD
pada tahun
2020
2 Peningkatan Penyusunan B - Tersedianya - Terlaksananya Belum Tertib dan Bag. Program
pengembang Standar Standar pengelolaan tertibnya terukurnya dan Keuangan
an sistem Operasional Operational keuangan di pengelofaan pengelolaan
pelaporan Prosedur Prosedur Lingkungan keuangan keuangan
capaan (SOP) (SOP) Seldayang dilingkungan sesuai
kinerja dan pengelolaan pengelolaan tertib dan Setda ketentuan
keuangan keuangan keuangan terukur yang berlaku
Sekrelariat Selda
Daerah
3 Peningkalan Bimbingan 7 B v KN - Tergksananya | -  Meningkatnya Masih Teraksanan Bag. Program
Kapasitas teknis laporan pemahaman terlambatnya ya dan Keuangan
Sumber laporan keuangan terhadap pembuatan pemburatan
Daya kinerja dan yang tertib dan laporan kinerja laporan laporan
Aparalur keuangan akunlabe! keuangan keuangan
Selda lepat wakly
4 Program Layanan N v v B B - Terlksananya | - Penyelenggara Belum adanya Indeks e- Dinas Kominfo
Aplikasi dan pengemban soslalisasi e- an pelayanan sistem/ gov
Informatika gan dan goy elekironik yang informasi yang
pengelolaan terintegrasi terintegrasi
Aplikasi
Generik,
Spesifik, dan
Suplemen
yang
lerintegrasi
Layanan g v ] v [ - Infastruktur Belum adanya
Infrastrruktur yang memadai standarisasi
Dasar Dala infastruktur TI
Centre
Disaster
Recovery
Cenlre dan
TIK




Belum adanya

standarisasi
pengelola IT
Kurangnya
sarana kerja
dan sarana
infasturktur T1
Promosi dan Kelembagaan Belum
Soslalisasi yang memadai meratanya
Layanan membentuk pemzhaman
berbasis ekosistm TIK TIK aparatur
elektronik dan
masyarakat
Perumusan - Kebijakan yang Belum adanya
Regulasi, mendukung regulasi terkait
Kebijakan, implementasi
dan Monev e-gov
Penyelengg
araan e-gov
Program Penyusunan Terlaksananya Lengkapnya Belum adanya Dinas Kominfo
Pengembang dan Forum Data buku statistk validilas
an Dala- pengumpula sekloral kelengkapan
Data/ ndata dala
Informasi/ statistik
Statisi TIK daerah
Sektorat
Penyusunan Terlaksanya
dan kerjasama
pengumpula dengan Badan
ndala Pusat Statistik
statistik
daerah
Persandian Pembinaan Terlaksananya | -  Tedaminnya Masih Dinas Kominfo
unluk dan sosialisasi keamanan kurangnya
pengamanan Pengemban persandian informasi SOM khusus
informasi gan persandian
Persandian (sandiman)
Masih
kurangnya
peralatan
persendian
Belum adanya
kebijakan
keamanan
persandian
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7 Reformasi Terselengga ¥ Pengawalan Meningkatnya | - Terdapat Indeks B BB Pelathan bagi | Inspektoral
Birokrasi ranya pelaksanaan indeks dokumen- reformasi TPI dan role
PMPRB rencana aksi reformasi dokumen birokrasi model
Reformasi birokrasi pendukung
Birokrasi terhadap PMPRB tidak
pelaksanaan bertemu
reformasi
birokrasi
Whistle ¥ Tersedianya Penyimpangan Programer Tersedianya | Baru sebatas Belum ada yang Sosialisasi WBS | Inspekloral
Blowing aplikasi yang terjadi yang akan aplikas kebijakan melaporkan pada
System Whistle dikeahui mengembang Whistle WBS dan belum ada
Blowling segera sislem Blowing sosialisasi
Syslem lersebut System
belum
diketahui dan
aparatur
belum
mengetahul
aplikasi
; tersebut
8  Pembinaan Penempatan v - Terpenuhinya Pengisian Belum Penempatan | Penempatan Belum tersusunnya  |Mengkoordinasik | BKPSDM
dan PNS: jabatan jabatan tersusunnya aparatur aparaltur dokumen Standar  [an percepatan
Pengembang Seleksi struktural struktural Anjab dan sesuai sesuai Anjab | KompetensiJabatan |penyusunan
an Aparalur Jabalan sesuai sesual ABK sebagal kompelensi | dan ABK (SKJ) sebagai salah  |dokumen SKJ
Fimpinan kompetensi kompatensi dasar dan syarat satu acuan dalam  |dengan Bagian
Tinggi dan syaral penempatan jabatan penempalan Organisasi.
Pratama dan jabatan secara aparalur {right man in gparalur terutama  |Karena
Pemetaan transparan right place) pejabat struklural penyusunan
Kompelensi dokumen SKJ
merupakan
kewenangan
Bagian
Crganisasi
9 Peningkalan Melaksanak ¥ Telah Peningkalan - Peningkatan Peningkatan Bagian PAP
penyelenggar an terselenggara kemampuan pangetahuan pangelahua
aan penyelengga nya pelayanan aparatur dan ndan
Pemerintah raan LPSE pengelola kemampuan kemampuan
Daerah f;igyEanan LPSE dalam- aparatur
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Melakukan Dalam Meningkatnya Peningkatan Tersedianya Bagian PAP
Verifikasi pengadaan Infrastruktur pelayanan infrastruktur
dan Barang/Jasa pendukung Helpdesk keamanan
Registrasi LPSE Kola dalam data
Terhadap Solok telah pelaksanaan finformasi
Penyedia memenuhi 17 Pelayanan
standarisasi SPSE
dari LKPP
Melaksanak Peningkalan Peningkatan Peningkalan Tersedianya Bagian PAP
an Pelatihan dan Infrastruktur Kemampuan TOTbagi
LPSE bagi penyempurna untuk pengelola a
Penyedia,P an sistem keamanan dala LPSE dalam LPSE untuk
PKdan SPSE yang Mnformasi memberikan Peningkatan
Panitia lelah Pelatihan Kemampuan
Pengadaan dikembangkan SPSE SDM
secara efeklif pengelola
dan efisien SPSE
pelayanan
pengadaan
barangfjasa
verifikasi dan
registrasi
lerhadap
penyedia telah
terlaksana
dengan balk
Terlaksananya
pelatihan
SPSE bagi
penyedia, PPK
dan Panitia
Penngadaan
10 Penyusunan Pembuatan Telah Meningkatnya Masih Tersusunny Bagian PAP
SoP SOP tersusunnya Efesiensi kurangnya aSOPyng
Pelelangan Pelelangan Standar penyelenggara aparatur Efekiif dan
Operasional an pekerjaan kemampuan jelas
Prosedur bardasarkan aparatur
(S0P} SoP dalam
memahami
dan
mengimpleme
Pengajuan nlasikan SOP
Paket yang tefah
Pelelangan disiapkan
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Pelaksanaa

n Pemilihan
{Pelelangan
Penyampaia
n Hasil
Pelelangan
Penyimpan
Dokumen
11 Peningkalan Penyusunan Tersusunnya Meningkatnya Masih Tersusunny Belum Belum semua Tersusunnya Dinas
Penqembang SOP Slandar Sfislensi kurangnya aSOPyng maksimalnya standar Operasiona  (standar Pertanian
an Sistem Operasional Penyelenggara Implementasi Efektif slandar Prosedur(SOP)Peny  [Operasional
Pelaporan (SOP)penyele an kegiatan terhadap SOP Operasional elenggaraan Prosedur
capaan nggaraan melalui yang Prosedur(SOP | Kegiatan tersusun  |(SOP)Penyeleng
kinerja dan kegiatan pemahaman ditetapkan Penyelenggar garaan kegiatan
keuangan dan 2an kegiatan |secara optimal
kelerampilan pada masing-
aparatur masing
kegiatan
12 Peningkatan Pengumpula Tersedianya Tersedianya Data Informasi Bukw/data Bagian
Penyelengga n Updating Informasi dan datalstatistik yang dibual yang dibuat Perekonomin
raan dan analisa statistika produksi bisa dijadikan pada wakyu
Pemerintah dalam ekonomi dasrah bidang AcuanPedom yang
Daerah informasi Daerah an Bagi dijadwalkan
Perkembang
an
ProduksiDae
rah bidang
ekonomi
SDM 1 Peningkatan Pengendalia Tercapainya Perlunya di Perunya di Berkurangny | Sudah Pos Siskamling dan  |Moniloring SATPOL PP
Aparatur Kemanan n situasi Aktifkan Aktifkan atingkat diaktifkan Ronda malam belum (Siskamiing oleh | dan Damkar
dan Lingkungan keamanan kembali kembai kesejahteraa | kembali Pos 100% aklif kembali  |petugas Salpol
Kenyaman ketenangan di siskamling dan siskamling nditengah- | Siskamling di setiap kelurahan, |PP pada seliap
Lingky tengah-tengah Ronda malam dan Ronda tengah dan Ronda RT, RW malam
masyarakal di kelurahan, Malam di masyarakal | malam di
yang kondusif RT dan RW Kelurahan, Rt dan aktifnya | kelurahan, RT,
dan RW PAM RW
Siskamwaka
rsa di RT, Pengawasan
R\ dan dan evaluasi
masingmasi | sudah
ng terlaksana
Kelurahan secara rutin
dan berkala
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Pengawasa

n Memberikan
pengendalia sosialisasidan | Masih terdapat Cepal langgep
ndan pelathan gangguan yang untuk
evaluasi kepada terjadi difingkungan  [menindaklanjuti
kegialan Saliinmas masyarakal gangguan yang
SatPol PP Kelurahan dan ada pada
dan Masyarakat masyarakat
Damkar
Peningkatan
Kapasitas
Aparat
dalam
Rangka
Petaksanaa
n
Siskamwaka
1sa
2 Peningkalan Pendidikan - Bertambahnya Meningkatnya Balum adanya Jumlah Belum ada Pegawai sebaiknya  |Mengusulkan Dinas Pangan
Kapasilas dan pengelahuan Keahlian Analis pengakuan Pegawal pegawai yang | Mengikuti Dikat Pegawal untuk
Sumber Pelatihan Tentang Ketahanan formasi untuk yang mengikuti Ketahanan Pangan  |mengikuti Dikat
Daya Formal Analisa Pangan Jumlah fungsional mengikuti Diklat Ketahan Pangan
Aparatur Ketahanan pegawai yang Analis Diklat Ketahanan
Pangan memahami Ketahanan Ketahanan Pangan
cara analisan Pangan dari Pangan
ketahanan BKPSDM
pangan
3 Peningkatan Pendidikan Terlaksananya Meningkatnya Jumizh Jumlzh Disdukcapil
Kapsitas dan pendidikan sumberdaya Aparatur Aparalur
sumber daya Pelatihan dan pelathan Aparatur sesual yang
aparatur Formal aparatur kebutuhan Teramypll
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4 Peningkalan Pendidikan A v - Dapat Dapat Kurangnya Peserta Meningkatnya | Akluafisasiyang Perlu dilakukan | BKPSDM
Kapasitas dan membandingk Meningkatkan Motivasi Lulus 100% | pengetahuan belum teraplikasi evaluasi pasca
ASB Pelatihan an pengetahuan peserta untuk Dengan dan nilai-nitai secara pelatihan

Pra Jabatan pengetahuan keahlian, meningkatkan predikat baik | ANEKAdalam | berkelanjutan
Bagi Calon dalam rangka keterampilan kompetensiny melaksanakan
PNS Daerah pembentukan dan sikap a tugas secara
(Dikiat LPJ) wawasan untuk dapat profesional

kebangsaan melaksanakan

kepribadian tugas secara

dan etika PNS profesional

agar mampu dengan

melaksanakan dilandasi

{ugas dan kepribadian

perannya dan etika PNS

sebagal sesual dengan

pelayanan kebutuhan

masyarakat Instansi
Pendidikan y v - Unluk Meningkatnya Masih ada Tingkat Terpenuhinga | Belum Memaksimalkan | BKPSDM
dan Memenuhi Kompetensi aparalur capaian syaratjabatan | terakomodimya panggunaan
Pelatihan Persyaratan kepemimpinan Pemerintah kinerja bagi JPT dan semua pejabat anggaran
Struktural Kompetensi aparatur yang kurang kegiatan administrator | untuk mengikuti melalui pelatihan
Bagi PNS Kepemimpina pemerintah profesional pelatihan dengan Melode
Daerah . n Aparaltur yang sesuai dan disiplin kepemimpinan Blended
- Diklat PIM Pemerintah dengan jenjang sesuai jabatannya  |Leaming
Tkl dan yang sesuai jabatan karena keterbatasan
TRl dengan struklural anggaran

jenjang

jabatan

struktural
Pendidikan Meningkatnya Meningkatnya Diklat yang Tingkat Meningkatnya | Belum adanya Penyusunan BKPSDM
dan kompetensi kualitas SDM diikuti capaian kompetensi pemet: dokumen
Pelatinan teknis dan Aparatur penyelenggar kinerja teknis aparalur | kebuluhan pelatihan |rencana
Teknis y i fungsional aannya kegiatan teknisffungsional kebutuhan dan
Tugas dan. v v aparatur terkadang bagi ASN pengembangan
Fungsi bagi sesual tugas bukan dari kompetensi ASN
F’Blil gaera'! pokok dan lembaga
- m H o
Ein ngsi pemerintah
- Dikdat
Funsional
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Pendidikan - Unluk Meningkatnya Masih adanya Tingkat Terpenuhinya Belum Memaksimalkan | BKPSDM
dan Memenuhi Kompetensi aparatur capaian syarat jebalan | terakomodimya penggunaan
Pelatihan Persyaratan kepemimpinan pemerintah kinerja semua pejabat anggaran
Teknis, + | Kompstensi aparatur yang kurang kegiatan untuk mengikuti melalui pelatihan
Fungsional v Kepemimpina pemerintah profesional pelatinan karena dengan Melode
dan n Aparatur yang sesuai dan disiplin kelerbatasan Blended
Kepemimpin Pemerintah dangan jenjang anggaran Learning
an yang sesuai jabatan
-Diklat PIM dengan struktural
v jenjang
- Diklat jabatan
Bendahara struktural
- Menigkatnya Tersedianya Kurangnya Opini Terpenuhinya Masih terdapat Melaksanakan BKPSDM
Kompetensi Bendahara Minat Aparatur Laporan syarat sebagai | Bendsharayang Dikdat
aparatur yang memiliki untuk Keuangan Bendahara betum mengikuti Bendahara
dalam Kompetensi(Be mengikut WIP Diklat untuk
pengelolaan rsertifikat) Diklat mengakomaodir
keuangan Bendahara Bendahara yang
daerah belum memiliki
khususnya sertifikat dan
Bendahara yang akan
dikaderkan
menjadi
Bendahara
Pemberian v J Meningkatnya Peningkatan Penempalen Pendidkan | Terfasilitasinya | Tidak semua Perbaikan BKPSDM
bantuan kualitas Kapasilas Aparalur yang Minimal ASN untuk komponen slandar
Tubel dan sumberdaya Aparatur belum sesuai Aparatur D | pengembanga | pembiayaan pembiayaan
lkatan Dinas manusia dengan I nkompelensi | pendidikan dapat  |pendidikan
aparatur Pendidikan melalui difasilitasi
melalui dan pendidikan
pendidikan kompetensi formal
formal yang dimiliki
5  Pendidikan Peningkatan Meningkatnya Meningkatnya Kurangnya Tingkat Terlaksananya | Kegialaninihanya |Pelaksanaan BKPSDM
Kedinasan Kerampilan Pengetahuan, kinerja aparatur Dukungan dari capaian sosialisasidan | ada padatahun pengembangan
dan keterampilan alasan untuk kinerja workshop 2016 |kompetensi
profeionalsm profesionalime meningkatkan kegiatan terkait lugas terkait lugas dan
e dan SDM pendidkan dan fungsi fungsi
aparatur dan pelatihan
daerah
6  Peningkatan Pembinaan vy v Melaksanakan Meningkatnya Kemauan dan Hasil Uji Dinas
Mutu Kelompok PBMdan muty Motivasi guru Kompetensi Pendidkan
Pendidikan kerja Gury membuat pendidikan dan untuk Gur
dan tenaga sD perangkal tenaga meningkatkan memanuhi
kependidikan pembelajaran kependidikan kompetensiny standar
a yang
ditetapkan
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Pembinaan v Y Y | - Menyalukan Meningkatnya Kemauan dan Hasil Uji Dinas
Musyawareh persepsi mutu Motivasi guru Kompelensi Pendidikan
Guru Mata dalam pendidikan dan untuk Guru
Pelajaran melaksanakan tenaga meningkatkan memenuhi
SMP PBM dan kependidikan kompetensiny standar
membuat a yang
perangkat ditetapkan
pembelajaran
Pelaksanaa v v Rl v - Teraksananya Terwuudnya Pelgksanaan Juara Dinas
n Uji Ui jumiah guru lomba Olimpiade Pendidikan
Kompetensi Kompetensi yang Otimpiade gury dan
Pendidik guru terpilinny memenuhi quru dan guru juara guru
dan tenaga aguru yang stendar berprestasi berprestasi
Kependidika memenuhi
n standar dan
berprestasi
7 PAUD Pelatihan N v ¥ d - Kurikulum Gury Penyesuaian Terlaksanan Dinas
Kurikulum untuk ABK memahami Kurikulum ya kurikulum Pendidikan
PAUD kurikulum untuk sekolah untuk ABK
untuk ABK ABK pada pada
pada sekolah sekolah sekolah
inklusif Inklusif inklusif
Pelatihan R v \|' v - Terbentuknya Meningkatnya Penyesuaian Terlaksanan Dinas
Kompetensi keterampilan keterampilan keterampilan ya progres Pendidikan
tenaga guru PAUD guruy PAUD quru dengan kegiatan
Pendidik pendidikan dalam karakteristik belajar dan
Inklusif mendidik anak anak yang mengajar
usia dini yang berkebuluhan bagi guru
berkebuluhan khusus/finklusif dan anak
khususAnklusif berkebuthan
khusus/inkiu
sif
8  Peningkalan Pelaksanaa v y N v - Persentase Meningkatkan Belum Tercapainya Dinas
Muty n Penilaian Kepala Pelayanan mencukupi Kepangkata Pendidikan
Pendidik dan Angka Kredit Sekolah yang Kepegawaian tenaga Tim n Tenaga
Tenaga Tenaga memiliki dan Penilai yang Pendidik
Kependidikan Kependidika sertifikat Kesejahteraan memiliki dan
n Kepala qury sertifikat Kependidika
Sekolah dan n
Nomor unik
Kepala
Sekolah
(NUKS)
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Persentase

Guru yang
memenuhi
stander
kualifikasi
akademis dan
Kepangkatan
Persentase
Guru yang
memiliki
serlifikat
pendidik
9 Peningkalan Pembinaan - Terlaksananya Meningkatnya Banyaknya Meningkalny Bagian PAP
Penyelengga Jasa Sosialisasi pemahaman PPK/PPTK a
raan Kontruksi pengadaan PPK/PPTK dan dan Penyedia pemahaman
Pemerintah BaranglJasa Penyedia yang tidak PPK/PPTK
Daerah Kepada PPTK tethadap memahami tentang
dan Penyedia pengadaan tentang proses
Barang/Jasa proses dalam pengedaan
pengadaan Barangllasa
barang/Jasa
10 Peningkatan Bimbingan - Sosialisas, Aparatur dapat Aparalur Tercapanya | Peningkatan | Belum semuaASN BKD
Kapasilas Teknis Bimbingan memaharmi harus Target Kompatensi mengikuti sosialisasi
Sumberdaya Implementas Teknis tugas, pokok mengetahui Kinerja aparaturyang | ateu bimbingan
i peraluran Implemantasi dan fungsi Regulasi dalam telah mengikuli | Teknis terkait tugas
Perundang- Peraturan dalam peraturan pengelolaan | sosialisasi pokok dan fungsi
undangan Perundang- melaksanakan tentang keuangan atau bimtek
daerah undangan Program dan Pengelolaan sesuai lugas
daerah Kegiatan Keuangan pokok dan
fungsi
11 Peningkatan Peningkalan Aparatur Meningkatnya Pemahaman Jumiah BAPPEDA
Kapasitas Kemampuan Perencana kapasitas aparatyr Aparatur
Kelembagaa teknis aparat yang lebih aparatur perencana perencana
n perencana berkualitas perencana tentang yang
Perencanaan penyusun megikuti
Pembanguna perencanaan bimbingan
n Daerah perlu teknis
ditingkatkan perencanaa
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12 Peningkatan Mengikuti Meningkatnya Berkembangny Aparatur Jumiah Dinas
Kapasitas pendidikan kapasilas aSDM dapat Aparatur Pertanian
Sumberdaya dan Aparalur Aparalur mengimpleme yang
Aparatur pelatihan sesuai dengan ntasikan memiliki

formal keahliannya keahliannya Keahlian
Masing-masing dalam bidang terlentu
pekerjaan

13 Peningkatan Pendidikan Terlzksananya Meningkatnya Keterbatasan Dapat Dinas
Kepasilas dan Pendidikan kualitas SDM dana Terpenuhiny PMPTSP
SoM Pelatihan dan Pelatihan a Kebutuhan

Formal Formal Bimtak

14 Penalaan Dikdat Teknis Terlaksanya Aparatur Kurangnya Terwujudnya Bagian Hukum
Peraturan Legal diklat teknis mengetahui Kesadaran ASN yang
Perndang- Drafting legal drafting teknis Sebagian ASN cakap dalam
undangan unluk aparalur penyusunan Tentang menyusun

Produk Hukum pentingnya produk
Daerah (PHD) diklat llsgal Hukum
drafling daerah

(PHD)

15 Peningkatan Perawatan Jumlah Bidan 20 Orang Ketrampilan Jumizh Dinas
Keselamatan secara yang terampil Bidan yang Bidan tentang Bidan yang Kesehatan)
Ibu berkala bagi tentang Terampil pelayanan terampil
metahirkan Ibu Hamil pelayanan kebidanan tenlang
dan Anak dan kebidanan(Mid (Midwife pelayanan

keluarga wife Update) Update) kebidanan(
kurang midhwife
mampu Update)

16 Peningkatan Pendidikan Pemenuhan Meningkalnya Terlaksanan Kec. Tanjung
Kapasitas dan Kebutuhan Pemahaman ya Bimlek Harapan
Sumberdaya Pelatihan Peningkatan Tugas dan Peningkatan
Aparatur Formal SDM Aparatur Tanggung jaab Motivasi dan

kerja sefiap Kerjasama
Aparatur Aparatur se
Kecamatan
Tj. Harapan
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7

Peraturan
Perundang
-undangan

1 Peningkatan Sosialisasi - Terwujudnya Meningkatnya Sikap dan Berkurangny | Sosialisasi Masih ada Memperketat SATPOL PP
Pemberantas Ketertiban suatu wawasan Menlal aPEKAT terhadap pelanggaran Pengawasan dan Damkar
an Penyakit dan pemahaman masyarakat Masyarakal ditengah- perda Pekat lerhadap Perda lerhadap
Masyarakat( Kelentraman antara fentang dan aparat langah telah Pekat yang masyarakat dan
PEKAT) umum serta masyarakal kelertiban den yang basandi masyarakal | dilaksanakan | dilakukan oleh oknum yang

pemberanta dengan kelentraman syara syara’ lerhadap oknum masyarakal  |melanggar
san Penyakit pemerintah umum serta bersandi masyarakat dan pendatang dari  |Perda dengan
Masyarakat tentang aturan pencegahan kitabullah luar Kola Solok melaksanakan
yang ada Razia dan
Patroli secara
rulin pada lokasi
rawan
2 PAUD Pengemban Membuat Disyahkannya Sebelum Adanya ABK Dinas
gan PAUD perwako dan Perwako dan semua pada Pendidikan
perda Perda pada sekolzh dapat sekolah
pendidikan Pendidikan malaksanakan inklusif yang
Inklusif Iklusif pendidikan sesuai
inkiusif karena standar
kelerbatasan
3 Perencanaan | -  Penyusunan Tersusunnya Dokumen % BAPPEDA
Pembanguna RKPD dokumen RKPD yang Penjabaran
n perencanaan selaras dengan program
pembangunan RPJMD RPJMD ke
tahunan Kola dalam
Solok yang di RKPD
letapkan
melalui
perwako
- Penyusunan Tersusunnya Tersusunnya Dokuman % BAPPEDA
RPJMD dokumen dokumen perencanazan Penjabaran
Perencanaan perencanaan perangkat Program
Lima lima tahunnya daerah belum RPIMD ke
Tahunnya dan dan selaras dalam
Perubahannya perubahannya dengan Renstra
RPJMD Perangkat
Daerah
- Dokumen Tersedianya
RPJMD belum dokumen
disusun perencanaa
sesual n RPIMD
peraturan yang
terbary PERDA
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Tersusunnya Dokumen Dokumen Tersedianya BAPPEDA
perubahan RPJPD yang RPJPD belum dokumen
RPJPD Kota sesuai dengan disusun perencanaa
Solok Kaidah berdasarkan n RPJPD
Penyusunan aturan yang yang telah
Dokumen baru ditelapkan
Perencanaan dengan
Penalaan Penyusunan Peny Terlak ¥ Belum semua Tersedianya Bagian Hukum
Peraturan Rencana rencana Kerja pembuatan dan CPD Produk
Perundang- Kerja Rancangan penyempurnaa mempunyai Hukum
undangan Rancangan Peraturan n Produk SDM yang Daerah{PHD
Peraturan Perundang- Hukum Daerah cakap dalam ) seperti
undangan (PHD) Aparatur Perda
memahami Perwako
drafft Produk dan SK
Hukum Walikota
Daeral(PHD)
| BIROKRASI | 8  Pelayanan Peningkatan Menyusun Survei meningkatnya Belum Semua - Hasll SKM Bagian
YANG Publik Penyelengga Kebijakan Kepuasan sistem 0PD - Jumizh Organisasi
MEMILKI faan tentang Masyarakal moniioring dan dilakukan Inovasi
PELAYANA Pemerintah survei (SKM) evaluasi SKM untuk Pelayanan
N PUBLIK Daergh Kepuasan terhadap terhadap menilai kinerja yang ikul
YANG Masyarakal 10(Sepuluh)0 kinerja pelayanan dalam
BERKUALI PD di pelayanan Publik kepada penilaian
pemerintah publik slah Masyarakat kompetisi
Kota Solok, satunya denan karena tingkat
dan pelaksanaan terkendala nasional
pelaksanaan IKM di masing- Anggaran
Lokakarya masing
perbaikan OPD/Unit
layanan layanan
melalui
partisipasi
masyarakat
Pelaksanaa
n Survey
Kepuasan
masyarakat
Melakukan
lokakarya
perbaikan
layanan
melalui
psriisipasi
masyarakal
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Melakukan

Penilaian
pelayanan
publi
Kompetsi
Inovasi
Pelayanan
Publik
Pengelolaan
dan
Pemanfaata
n saluran
konsultasi
publik
2 Program Pengelolaan . Peningkalan Belum adanya Indeks Dinas Kominfo
Peningkatan dan Kualitas slandarisasi Keterbukaan
Akses dan Pemanfaala Pelayanan Sumber Daya Informasi
Kualitas nsaluran Publik Komunikasi Publik
Informasi konsultasi
Publix publik
Belum adanya
slandarisasi
alat-alat
komunkasi
pemda
Pelayanan Terlaksananya Terpenuhinya Belum Indeks Dinas Kominfo
Permintaan Sosialisasi Hak warga terintegrasinya Keterbukaan
Informasi Pejabat untuk sistem Informasi
Publik Pengelola mendapatkan Informasi Publik
informasi dan Akses Pelayan
Dokumentasi Informask Publik
Hasil
Inventarisi
data balum
tersiapkan
dengan Baik
Kurangnya
kemampuan
Jurnalistik
perangkal
Daerah
3 Penataan Implementas - Tersksananya | -  Teraksananya Jumlah - Jumizhdata Disdukcapil
Administrasi i dalam Updating pengelolaan Konsultasi yang akurat
Kependuduk Administrasi Operasionat sistem data yang
an kependuduk SiAK dan administrasi dilaksanakan
an UPDATING kependudukan
(membangu Pemetiharaan dengan baik
n, updating, SIAK
pemeliharaa
n)
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Penyediaan v v - Terlaksananya Meningkatnya Memberikan Informasi Disdukeapil
Informasi Sumber pemzhaman Informasi dapat
yang dapat Informasi masyarakat melalui diperoleh
di akses Kependuduka akan himbavan masyarakat
masyarakat n pentingnya atau spanduk, dengan
memiliki Himpunan mudah
dokumen peraturan,
kependudukan Baiiho gl
Pengelolaan B v - Tersedianya
dalam Profil
penyusunan Perkembanga
laporan n
informasi Kependuduka
kependuduk n
an
Pengemban ¥ v Peningkatan
gan dan
database penyempurna
administrasi an sistem
kependuduk SPSE yang
an telah
dikembangkan
secara efektif
dan efisien
pelayanan
pengadaan
barangfjasa
Peningkalan v v
pelayanan
publik dalam
bidang
kependuduk
an
Sistem ¥ v
manajemen
Mutu
4 Wajib Belajar Pembangun g Yo |- Telah Pada Jam Masih Banyak Seluruh Dinas
Pendidikan an Ruang Dibangunnya sekolah sekolah yang Sekolah bisa Pendidikan
Dasar 9 Ibadah Mushola seluruh siswa belum memiliki
Tahun disekolah bisa beribadah memiliki Mushoda
di mushola Mushola
sekolah
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5  Pendidikan Manitoring ¥ Teraksana Meningkatnya Penyesuaian Terlaksanan Dinas
Anak usia dan Evaluasi Kegiatan Efisiensi sislem ya Pendidikan
Dini ke Monitoring dan terhadap monitoring Pendidikan
Lapangan Evaluasi penyelenggara dan Evaluasi yang merata
terhadap an Pendidikan anak dan
Pendidikan anak usia dini berkebutuhan menyeluruh
Anak dan anak Khusus! bagi anak
Berkebutuhan berkebutuhan Inklusif berkebutuha
Khusus/inklus khusus/inklusif dilapangan n
uif dikota di Kota Solok khusus/inkly
Solok sif di Kota
Sotok
6  Pembinaan Penyelengg v Terlaksananya Ikt Sertanya Lebih Bisa Dinas
dan araan Penyelenggar Atlit Pelajar berjuang Berkompelis Pendidikan
pemasyaraka Kompstisi aan Kompelisi pada Kompetisi keras i di Tingkat
tan clahraga Olahraga Olahraga SD Olahraga meningkatkan Provinsi dan
dan SLTP Tingkat rovinsi prestasi dilanjutkan
dan Nasional mereka unluk ke tingkat
berkompetisi Nasional
di tingkat
Naslonal
7 Pembinaan Pembibitan v Terlaksananya Tersedianya Atit lebih Bisa Dinas
dan dan Pembibitan Aliit Sentra Fokus dalam mewakili Pendidikan
pemasyaraka Pembinaan Sentra Olahraga SD melaksanakan Kompelisi
lan dlahraga Clahragawa Olahraga SD dan SLTP latihan rutin Olahraga
n dan SLTP Tingkat
Provinsi dan
Nashonal
8  Mangjemen Penyelengg v - Teraksananya Terwujudnya Kesadaran Jmiah Dinas
Pelayanan araan Pembinaan Lingkungan Masyarakat Climpiade Pendidikan
Pendidikan Penyehalan UKS dan Sekolah Sehat Sekolzh akan guru dan
Lingkungan lomba Sekolah pentingnya juara guru
Sekolah Sehat Tingkat Kebersihan di berprestai
Kola/Provinsi Lingkungan
dan Nasional Sekolah
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9 Manaemen Pelaksanaa y v - Terlaksananya Tercapainya Peningkatan Kola Solok Dinas
Pelayanan n Evaluasi TO tingkat Nilai UN yang PBM mendapat Pendidikan
Pendidikan Hasil Kinerja SLTP dan UN Tinggi peringkat 5

Bidang Tingkat SLTP Besar
Pendidikan yaitu UNKP Tingkat
SLTP (Ujian
Nasional
Kertas
Pensil)sebany
2k 6 Sekolah
dan
UNBK(Ujian
Nasional
Berbasis
Komputer)seb
anyak 3
Sekolah
Pelaksanaa Yy v Terlaksanany Tercapainy Peningkatan Kota Solok Dinas
n Evaluasi Pra UN dan Nilai UN yang PBM mendapat Pendidikan
Hasil Kinerja UN Tingkat Tinggi peringkat 5
Bidang SD serta Ujian Besar
Pendidikan Semester Tingkat
Tingkt SD Sumbar
sebanyak 46
Sekolah
10 Wajib Belajar Pendidikan v Y Terdaksananya Pendidikan Kepedulian Terbantukny Dinas
Pendidikan Karakler Pendidikan karakter bagi Masyarakat a pribadi Pendidikan
Dasar 9 Karakter Bagi siswa SD dapat dan Orangtua yang lebih
Tahun Peserta didik memben tuk terhadap baik dan
SD dan SMP pribadi siswa pendidikan berkualilas
yang unggul budaya dan unluk siswa
dalam karakler SDdan
berprilaku dan bangsa SMP Kola
memiliki Solok
kepribadian
yang sesuai
denga moral
Pancasila dan
Agama yeng
tinggi
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Pendidikan

Karakter Bagi
siswa SMP
dapal
menambah
wawasan dan
meningkatkan
kuaitas diri
sebagai
generasi muda
Pembinaan V v Tetlaksananya Meningkatkan Peningkatan Kota Solok Dinas
Minat, bakat, Olimpiade kesiapan sswa Pembinaan mendapat Pendidikan
dan Sains untuk lingkat Kota peringkat
kreatifitas Nasional(OSN menghadapi baik di
Siswa SD }SDdan Imba-lomba provinsi
FLS2N bak tingkat maupun
kota, propinsi Nasional
maupun
Nasional
11 Peningkatan, Monitoring El ¥ Evaluasi dana Tersedianya Dana hibah Penganggar | - Tersedianya | Perlunya BKD
Pengembang dan Evaluasi hibah dan data penerima untuk an untuk dalapenerima | peningkatan
andan dana Hibah bansos dan dana Hbah dan organisasi dana hibah dana hibah pengelahuan
Pengendalia dan bantuan organisasi Bantuan Sosial harus telah dan bantuan | dan bantuan tentang talacara
n sosial terdaflar pada sosial harus | Sosial hibah dan bantuan
Penganggara kantor mempedom | -Tersedianya sosial bagi penerima
n Kesbangpol ani aturan regulasi yang hibah dan bansos
yang beraku | mengatur
tentang
tatacara hibah
dan bantuan
sosial
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12 Peningkatan Pelatihan ¥ ¥ R - Teratihnya Peningkatan Peru % -% - Diverifikasi Dinas
Kesejahteraa Pasca patani dalam pendapalan peningkatan Peningkatan | Peningkatan produk peaku Pertanian
n Petani Produk penanganan petaku kemampuan Pendapalan | Pendapatan usaha agribisnis-

pertanian,pe pasca panen agribisnis dan perlanian Pertanian Kegiatan
ndampingan produk disektor keterampilan sebesar 9% | sebesar 10% Tercapai namun
dan pertanian pertanianMasih operalor Pelaku peaky pembinaan dan
pembinaan kurangnya mesin dalam agribisnis Agribisnis pendampingan
pada LKMA koordinasi menjalankan disektor disektor sealu
Pengemban stakeholder usaha pertanian% | pertanian- dilaksanakan
gan terkait daflam agnibisnisMasi Petaniyang | Petaniyang
Kawasan pembinaan h Kurangya tergabung lergabung
usaha lani LEMA Koordinasi dalam daam
lerpadu Stakeholder ketompok kelompok

terkail dalam sebanyak 95 | sebanyak 97

pembinaan % %

LEMA

13 Peningkatan Pengemban ' v v - Tingkat Tingkat Rendahnya Tingkat Dinas
Produksi gan Bibit produksi padi Produksi minat petani produlcsi Pertanian
pertanian/per naik diatas 5% padi,holtikultur dalam
kebunan adan menggunakan

perkebunian benih
berseriifikat
Melaksanak Tingkat Benih hasil Memotivasi padi: 18.138,8 Ton 931,2 Ton Meningktakan
an produksi: DMB kurang petani melalui 19,070 Ton Indeks
pembinaan a. Padi: fersalurkan penyulihan Pertanaman
desa mandini 16,170 ton dan dengan
benih (DMB) penyaluran menggunakan
bantuan benih banih varietas
unggul
Pengemban b. Cabe: 46,5 Masih b. Cabe: 185,64 Ton Sudah melebihi baru(VUB) yang
gan padi ton kurangnya 136 ton target berumur pendek
tanam kesadaran
sebatang masyarakal y
dalam Rehabilitasi
kebun serai
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Pemeliharaa c. Atalii : 377 memanfaatkan c. Afsiri: 99,32 Ton 1,068 Ton wangi Perluasan
ndan ton dan 1.100 ton ahan Sistem
peremajaan memetihara pemasaran
lanaman bantuan yang minyak
perkebunan disalurkan atsiri{Korporas)g
una menjamin
kualitas harga
jual
Pemberian d. Kakao :n d. Kakao: 206,14 Ton 147,35 Ton Rehabilitasi
banluan 196,5 lon 354 ton Kebun Kakao
bagi
masyarakat Pengendalian
kurang OPT
mampu Peningkatan
Pengetahuan
Petani
Pemeliharaa Produktivitas | 6,85 Ton/Ha 0,43 Ton/Ha Rehabililasi
n kebun tanaman Benih unggul
atalri padi 7,28 nasional yang
berproduksi
tinggi
14 Pengembang Pendamping v v Produksi ikan Meningkatnya Mendalangka Seluruh Pokdakan 22 Pokdakan belum  |Mengusulkan Dinas
an budidaya andan 191, 38 ton pengetahuan n narasumber UPR dan yang telah berbadan hukum anggaran unfuk Pertanian
perikanan pembinaan dan dari bidang Pokdadandi | berbadan pokdakan yang
pokdedan kemandirian tainnya (KLH, Kola Solok hukum 24, dari belum berbadan
pembudidayaa BPJS, dll) telah 46 Pokdakan hokum
nikan bukan berbadan
terbatas pada hukum
narasumber
dengan
latarbelakang
perikanan
Pengemban Jumizh Peningkatan Penetepan Produktivitas | Produktivitas Produktivites benth  |Peningkatan
gan pokdakan 23 produksi benih penerimaan benih ikan benih ikan ikan kualitas induk
budidaya kelompok ikan bantuan harus dan produksi
perikanan sudah benih ikan dari
ditetapan BB dan UPR
digwal awal
tahun
anggaran a lele: a lele: a. Lele : sudah
203.427 208.400 ekor melebihi targat
ekor
b.Mas b. Mas : b. Mas : 97,360 ekor [Restocking di
152.369 65.000 ekor Perairan Umum
ekor
¢. Nila: c. Nila: c. Nila: 13.900 ekor
330.200 316.300 ekor
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ekor

Pengawasa - Jumigh Upr: 6 Terawasinga | Pembinaan Sharing Informasi ke

ndan Unit perairan pada Pokmaswas daerah

reslocking di umum Pokmaswas{4 | lain yang lebih

perairan Kelompok) representatif

umum

15 Pencegahan Pencegahan Penurunan Kota Solok Perlunya Kota Solok - Eliminasi Capalan Vaksinasi  |Tersedianya Dinas

dan penyakit kasus penyakit bebas rabies peningkatan bebas rables | anjing liar 137 10% anggaran untuk Pertanian
pananggulan menular menular ketersedian ekor pelaksanaan
gan penyakit yang lernak saranadan vaksinasi 70%
femak disebabkan prasarana \dan populasi

oleh pendukung :7000 dosis

hewan/arma kegiatan

k peningkatan

SOM

Perlindunga Cakupan Terjaminnya Masih adanya Jumiah - Vaksinasi

ndan vaksinasi secara ASUH pemilik ternak hewanyang | rables: 1199

pengawasan rabies 45% bahan pangan yang divaksin ekor

kesehalan asal hewan melakukan rabies :

masyarakat pemotongan 4.348 ekor

velerinar ternak diluar

RPH
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Pemusnaha Jumiah ternak - Terjaminnya Masih adanya Menurunnya | Sapi: 2,536 masih adanya - Pemolongan
ntemak yang dipotong: secara ASUH permilik ternak Pemotongan | ekor pemolongan betina  ternak produktif
yang a. Sapl/ bahan pangan yang Betina unggas 25450 | produktf <10%
terjangkit kerbau : 2.535 asal Hewan melakukan produktif di ekor sapi : 72 ekor Sosialisasi
penyakit ekor pemotongan RPH Kambing : 2 ekor pamoatongan
endamik b. Unggas : temak diluar lerak betina
2,5450 ekor RPH produktif
Pengawasan - Himbauan
[Pencegahan Walikota
Pemotongan mengenai
batina pelarangan
produldif pemotongan
betina produktif
- Pemeriksaan
Ternak kurban
-Pemeriksaan
Ante Mortem
dan Post
Mortem
- Pengawasan
pemotongan di
RPH dan TPH
16 Peningkatan Melakukan v v v - % Meningkatnya Masih Jumlzh Meningkatnya | Masihkurangnya  |Perunya Dinas
produksi pelayanan keberhasilan hasil produksi kurangnya produksi minat anggota | Sarana prasarana penambahan Pertanian
hasi 1Bdan 1B 60% seklor partisipasi daging : kelompok sarana
pelemakan pembinaan pelernakan ketfompok 766.288 kg mengikuti prasarana
KPPIB peternak pelayanan 1B berupa kandang
dalam dan jepit.
mengikuti pembinaan
pelayanan dan KPPIB
pembinaan
Pengemban
gan dan
pembinaan
lerhadap
usaha
pelernakan
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17 Optimalisasi Pengadaan ) < Y Jumiah Peningkatan Penlapan % Jumiah 1 kelompok kurang  |Memberikan Dinas
pengelolaan pertatan Paklasar : 4 pendapatan penerima peningkatan | Poklansar aktif | akiif dan 1 kelompok (Motivasi untuk Pertanian
dan pengolahan unit pelaku bantuan dan pendapatan | 2 kelompok, Tidak Aktif megaktifkan
pamasaran hasil agribisnis sub peralatan pelaku kelompok dan
produksi perikanan seklor yang agribisnis memaksimalkan
perikanan perikanan disalurkan sub seklor sumberdaya

harus perikanan kelompok
diselaraskan sebesar 4% sehingga dapal
pendapatan

18 Prasarana Pembangun Y v N Jumlah sarana Terpenuhinya Perlunya Jumiah Jumlzh sarana | Masih adanya areal  |Perlunya Dinas
Pertanian an jaringan sumber air : 9 kebutuhan peran serla sarana sumber- pertanian yang penambahan Pertanian

irigasi, unit kebuluhan air masyarakat sumbar sumber air membutuhkan sarana
1emb_ung, bagl usaha tani untuk ikut sumber air sebanyak 30 sumber air prasarana
dan jalan masyarakal memethara sebanyak 28 | unit sumber air
usaha tani sapras unit
pertanian
yang telah
dibangun_
Bantuan Panjang jalan Lancarmya Pemanfaatan Panjang Panjangjalan | Masih ada areal Perlunya
sisintan usaha lani: 7 akses sapras yang jalanussha | usaha pertanian yang penambahan
km transportasi disediaan tani/ tani/pertanian susah diskses pembangunan
usaha tani belum perfanian 8 8km sarana jalan
maksimal km usaha tani.
Jumiah Jumigh Belum Optimainya  jmemberikan
Alsintan alsintan yang pemakaian Combine |bimbingan dan
yang tersedia 263 Hasvester karena  |penyuluhan
tersedia 248 | Unit sawah banyak yang |kepada Petani
unit dalam agar
dimanfaatkan
combine
|harvester pada
lahan sawah
yang memenuhi
syaratimemungk
inkan

19 Peningkatan Pndampinga v \ v Tingkat Meningkatnya Pembinaan Tingkat Meningkatnya Dinas
ke!efnbagam ndan kemandirian kemandirian kelompok kemandirian pembinaan Pertanian
Tani pembinaan kelompok lani kelompok yang terjadwal kelompok aan

ke {wakiu, maten, tani petani agar lebih
lani, KTNA, i) inovatif
dan P3A
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Poktan Utama Poktan Belum ada Poktan
-0 Kipk Utama: 1 Poktan Ulama | ytama
Kipk :-Kipk
Poktan Madya Poklan Poktan Madya
2 10 kipk Madya: 10 : 22 Kipk
Kpk
- Poldan Lanjul Poktan Poktan Lanjut :
+ 35 klpk Lanjut: 38 29 Kipk
kpx
- Pokjan Paoklan Poktan Pengurangan
Pemula: 8 Pemula: 5 Pemuta: 9kipk | Jumiah Poktan
kipk kipk Lanjut
20 Pengolahan Mengemban v v Jumiah unti Berkembangny Petani yang Jumiah unit | UP3HPakiif2 | Kekurangan bahan |Melskukan McU | Dinas
dan gkan usaha pengolahan ausaha berminal pengolahan | Unit baku dengan petani Pertanian
pemasaran agribisi=nis dan pengolahan makin dan dan UP3HP
hasil pad anak pemasaran dan pemasaran berkurang pemasaran untuk
pertanian daro hasil pertanian hasil pertanian sehingga hasil pengadaan
(UP3HP) (UP3HP) ketersediaan perikanan bahan baku
gabah makin {UP3H) : 9
menurun unit
21 Peningkalan Pelathan R v % peternak Meningkatnya | - Menyelaraska % Penggunazn Belum maksimalnya  [Melakukan
panetapan dan yang pengelahuan n penggunaan | leknologi pelernak dan pelatihan bagi
leknologi bimbingan menerapkan dalam pengelahuan teknologi pakan lemak pemanfaatan paternak dalam
perlernakan penerapan teknologi (bibit budidaya dengan selalu pelernakan sudah 20% teknologi pengolahan
teknologi unggul) : 37% usaha memantau -Pakan 20% | dan pengoiahan sisa pakan dan sisa
lepat guna parternakan perkembanga - pengolahan hasil ternak hasil terak
dan n peternak Pengolahan | sisa hasil
kelerampilan dan sisa hasil ternak 6%
pelernak keterampilan ternak 10 %
paternak
dalam
menjalankan
__usshanya
22 Peningkatan Peningkatan N B Penerbitan izin Kapasitasdan | -  Belum Meningkatny Dinas
promosi dan koordinasi di bidang kemudahan optimainya akualilas PMPTSP
ketjasama dan penanaman dalam pelayanan dan
investasi kerjasama modal pelayanan perizinan dan kuantitas
dibidang periziinan dan nen perizinan pelayanan
penanaman non perizizinan di bidang perizinan
modal di bidang penanaman dan non
dengan penanaman modal perizinan di
instansi modal bidang
pemerintah penanaman
dan dunia modal
usaha (offline/
_onling)
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Koordinasi ¥ Koordinasi Rekomendasi | Bentuk Tersedianya Dinas
perencanaa anlara dokumen pelaksanaan dokumen PMPTSP
ndan pemerintah, rencana koordinasi perencanaa
pengemban dunia usaha penanaman yang tidak ndan
gan dan modal kaku pengemban
penanaman masyarakal gan
modal dalam penanaman
pelaksanaan modal
penanaman
modal
23 Peningkatan Fasllitas v Telah Memolivasi Masih Tersedianya Dinas PPA
kualitas pengemban terbentuknya anax Kota kurangnya BK Walikota
hidup dan gan forum kepengurusan Solok unluk tingkat tentang
peﬂindungan anak Forda tingkat selalu berkarya kehadiran Forda Kota
bagi Kota Solok terutama disaat-saal Solok
perempuan tenlang perlemuan
dan anak pemenuhan
dan
perlindungan
hak-hak anak
Memperkuat Belum adanya Tersedianya
peran pemantauan jumiah
Pemerintah evaluas, kasus
kota dalam pelaporan kekerasan
mewujudkan terhadap
perubahan anak
dibidang sekolah
perindungan
anak
Mewujudkan Belum ada
lingkungan sosiatisasi
lembaga peraturan
pendidikan perundang-
yang ramah undangan
anak yang lerkait
dengan
pelindungan
anak
24 Penyiapan Pembinaan v Tersedianya Meningkatnya Belum semua Meningkatny DPPKB
tnaga tenaga sarana kualitas dan kelompok acangkupan
pendamping pendamping operasional kemandirian dalam anggola
Kelompok kelompok Kader BKL Kader dalam kegiatan BKL bina
Bina BKL kegiatan BKL memiliki keluarga
Keluarga prasarana lansia (BKL)
(lemari untuk yang ber KB
administrasi)
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Peningkatan
keterampilan
Kader BKL
dalam
mélakukan
pembinaan

yang memadal

25

Pengembang
an model
operasional
BKB-
Posyandu -
PAUD

Pengkajian
pengemban
gan model
operasional
BKB-
Posyandu -
PAUD

Pembinaan
keterampilan
kader BKB

Peningkatan
cakupan
keluarga BKB
yang di bina

Monev
kegiatan BKB
untuk
perbaikan di
masa yang
akan datang

Meningkatkan
kualilas dan
kemandirian
Kader dalam
kegiatan BKB

Belum optimal
kader BKL
melakukan
penyulihan di
kelompok BKL

Meningkatny
acakupan
anggola
Bina
Keluarga
Balita (BKB)
yang berkB

DFPKB

Program
pemberdaya
an keluarga
sejahiera

Penguatan
kelompok
usaha mikro
keluarga

Y

Penumbuhan
kelompok
UPPKS yang
Baru

Mengaklifkan

kegiatan
ketompok
UPPKS

Meningkatnya
motivasi
kelompok
UPPKS dalam
berusaha

Meningkatnya
keterampilan
dan
pengetahuan
ketompok
dalam
pengelolaan
usaha
kelompok

Belum
tertibnya
administrasi

UPPKS

Jumlah KK
mskin yang
terfasilitasi
program
UPPKS

DPPKB
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21 Kesshatan Advokasi ) ¥ - Sosiglisasi Meningkatnya Dibutuhkanny Cakupan DPPKB
reproduksi dan KIE KRR SLTP/ pemahaman amaleri PIK - PUS yang
remaja tentang SLTA/PT remaja tentang R diberikan istrinya
(KRR) Kesehatan KRR dalam dibawah 20

Reproduksi kegiatan tahun
Remaj belajar
(KRR) mengajar

Pelatihan Meningkatnya

konsetor kualitas PIK- R

sebaya bagi di Kota Solok

sisa SLTP,

SLTA

Terlaksanya

survey PIKR

di Kota Solok

28 Pengembang Pendirian \ J Terpilihnya Aklifnya PIK Perlu Cakupan DPPKB
an pusat pusat PIK R/ M RM di Kola ditngkatkan remaja
pelayanan pelayanan tingkat Sclok pengembanga dalam PIK
informasi dan informasi tumbuh, tegak, n PIK-Rdi RM
kenseling dan dan tegar luar sekolah
KRR konsefing

KRR
- Terpilihnya
remaja yang
sebagal duta
Genre
2 Keluarga Pelayanan v N F - LPATT2 Tersedianya Meningkatnya Cakupan DPPKB
Berencana KB bagi dan PB:12433. pelayanan KB partipasi CPR
alat Unmed yang masyarakat meningkat
kontrasepsi Need:11,83% berkualitas untuk ber KB
bagi 4. bagi PUS dari
keluarga MKJP:46.39% keluarga miskin
miskin (IUD: 22.47%
IMP:14,78%
MOP:0,42%
MOW:7.48%)
30 Keluarga Peningkalan v ¥ ¥ Akseptor KB Meningkatnya Perunya Meningkatny DPPKB
Berencana parlisipasi pria tahun wawasan pria sosialisasi a akseplor
pria dalam 2017 target tentang KB tentang KB KB pria
keluarga 20rang pria kepada
berencana capalan 7 masyarakat
dan orang = sehingga
kesehatan 712x100%=35 capaian KB
reproduksi 0% pria meningkat
seliap tehun

Meningkatnya

akseplor KB

pria
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Tedayaninya

kebutuhan
masyarakat
uniuk KB pria
31 Peningkalan Fasilitasi v Terlaksananya Terolaksanany Segala Kec. Tahar
penyelenggar program/ safari tim a fasilitasi bentuk
aan kegiatan ramadhan kegiatan aspirasi
Pemerintah Pemeinlah serla Pemerintah masyarakay
Kecamalan dan terlaksananya dan dapat di
Pemerintah kegiatan Pemerintah lampug dan
Daerah di Pemerintah/ Daerah di diselesaikan
Wil. Pemda lainnya Kecamatan
Kecamatan di Kecamatan Tenjung
Tanjung Harapan
Harapan
Koordinasi v - Teraksananya Meningkatnya Berkurangny Kec. Tzhar
pengendalia koordinasi keamanan aangka
n keamanan Kamitnas di lingkungan kriminalilas
lingkungan Kecamatan kecamatan di
di Lingkungan
Kecamatan Kecamatan
Tanjung
Harapan
- Teraksananya
pemantauan/
serta survey
lapangan
kondisi
Kamitramitnas
di terhadap
Wilayah
Kecamatan
Tanjung
Harapan
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2.4. Rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Atas Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kota Solok

Pemerintah Kota Solok pada tahun 2021 mendapatkan Indeks
Reformasi Birokrasi B (Kategori Baik) dengan nilai 60,54. Indeks B
mendeskripsikan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi belum mencapai
karakteristik organisasi berbasis kinerja serta mewujudkan keseluruhan
sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat
unit kerja. Meskipun demikian Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Solok yang dirilis oleh
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Tahun 2022 melalui Surat Nomor B/ 186/RB.06/2022 tanggal 7 Maret 2022
perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Refromasi Birokrasi Tahun 2021 dengan
memberikan catatan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Indeks Refromasi Birokrasi di Pemerintah Kota Solok tahun 2021 adalah
60,54 dengan kategori B. rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai

berikut:
No Komponen Penilaian Bobot 2021
A | Komponen Pengungkit
I. Pemenuhan 20,00 12,46
II. Hasil Antara Area Perubahan 10,00 5,83
III. Reform 30,00 13,22
Total Komponen Pengungkit 60,00 31,51
B Komponen Hasil
1 Akuntabilitas Kinerja dan 10,00 7,78
Keuangan
Kualitas Pelayanan Publik 10,00 8,21
Pemerintahan Yang Bersih dan 10,00 8,39
Bebas KKN
4 Kinerja Organisasi 10,00 4,65
Total Komponen Hasil 40,00 29,03
Indeks Reformasi Birokrasi 100,00 60.54
(Pengungkit+Hasil)

Hasil evalusi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Solok
telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai
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pada area pemenuhan dan reform, serta diikuti dengan peningkatan pada

komponen hasil.

2. Hasil antara area perubahan pada Pemerintah Kota Solok, sebanyak 8
hasil antara telah dilakukan pengukuran instansi leading sector, dengan

rincian sebagai berikut:

Skal

No Hasil Antara % Nilai Sumber Data
1 Indeks Profesional ASN 0- 53,56 | Komisi Aparatur Sipil
100 Negara

2 Indeks Sistem | 1-5 2,34 | Kementrian PANRB
Pemerintahan Berbasisi
Elektronik (SPBE)

3 Indeks Tata Kelola 0O- 68,82 | Lembaga Kebijakan
Pengelolaan Pengadaan 100 Pengadaan Barang
Barang dan Jasa /Jasa Pemerintah

Republik Indonesia

4 | Indeks Pelayanan Publik | 0-5 | 3,87 | Kementrian PANRB

5 |Indeks Internal Audit| 0-5 3 Badan Pengawasan
Capablity Model Keuangan dan
(Kapabilitas APIP) Pembangunan

6 Maturitas Sistem | 0-5 3 Badan Pengawasan
Pengendalian Intern Keuangan dan
Pemerintah (SPIP) Pembangunan

7 Kepatuhan terhadap | O- 71,75 | Ombudsman
Standar Pelayanan | 100 Republik Indonesia
Publik

3. Berbagai rekomendasi perbaikan yang telah disampaikan pada hasil
evaluasi tahun 2020 belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah
Kota Solok, sehingga terdapat perbaikan yang signifikan dalam
penerapan reformasi birokrasi.

4. Hal-hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan program
reformasi birokrasi pemerintah Kota Solok antara lain:

a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya terinternalisasi
ke seluruh unit kerja, khususnya dalam pembangunan budaya
kinerja.

b. Agen perubahan yang dibentuk baik di tingkat pemerintah daerah
maupun Organisasi Perangkat Daerag (OPD) belum semua memiliki
rencana aksi perubahan yang konkret dan inovatif, sehingga belum
mampu menunjukan hasil nyata dalam menyelenggarakan
perubahan pada lingkup organisasi.
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Proses deregulasi Kebijakan belum berjalan secara efektif. Hal ini
dikarenakan upaya yang dilakukan belum berjalan secara
komprehensif dengan mengidentifikasi, merevisi dan mencabut
regulasi yang menghambat kinerja birokrasi sekaligus memetakan
kebutuhan peraturan yang dapat mendorong tercapainya kinerja dan
peningkatan kualitas pelayanan.

Pemerintah Kota Solok telah mengajukan surat kepada kementrian
PANRB perihal Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional serta telah melakukan identifikasi jabatan yang akan
disetarakan. Meskipun demikian belum seluruhnya jabatan
struktural yang sudah dialihkan menjadi jabatan fungsional.

Telah Menyusun proses bisnis dan Standard Operating Procedure
(SOP) di level pemerintah daerah maupun di level OPD, namuh perlu
dipastikan hasil dari penyusunan tersebut dapat menjadikan proses
kerja di Pemerintah Kota Solok lebih efektif dan efisien untuk
mencapai kinerja yang diharapkan.

Telah Melakukan transformasi digital dalam bidang proses bisnis
utama,administrasi, dan pelayanan publik namun belum dilakukan
evaluasi untuk mengukur kesesuaian dengan arsitektur SPBE yang
ada dan kebermanfaatan dari aplikasi-aplikasi maupin sisten yang
telah dibangun.

Penguatan sistem manajemen SDM masih belum sepenuhnya
optimal, antara lain belum dimanfaatkanya seluruh hasil pemetaan
talenta sebagai dasar penepatan jabatan kritikal/suksesi dalam
pengisian jabatan pimpinan tinggi. Di samping itu hasil asesmen
pegawai belum sepenuhnya dijadikan dasar mutasi internal dan
pengembangan kompetensi pegawali.

Kualitas implementasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah belum optimal sehingga belum mendorong
pelaksanaan organisasi yang lebih efektif dan efisien dalam
penggunaan anggaran dalam pencapaian Kinerja.

Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengawasan telah
dilakukan, namun hasilnya belum memberikan rekomendasi untuk
meningkatkan efektivitas pengawasan.

Berbagai aplikasi dikembangkan guna meningkatkan Kkualitas
koordinasi antara Pemerintah Kota Solok dengan Stakeholder lainya

pada kondisi Covid-19, namun belum ada evaluasi terhadap
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S.

efektivitas aplikasi tersebut dalam peningkatan pelayanan kepada
Stakeholder baik internal maupun eksternal.

Berikut disampaikan penjelasan terkait komponen hasil yang diperoleh

Kota Solok Tahun 2021 terkait Reformasi Birokrasi dijabarkan sebagai

berikut:

a. Terkait dengan akuntabilitas kinerja dan keuangan, Pemerintah Kota
Solok menunjukkan akuntabilitas kinerja dengan nilai SAKIP 69,16
dengan kategori B (baik) tahun 2021 dan akuntabilitas keuangan
dengan opini WTP atas LKPD tahun 2021.

Pemerintah Kota Solok belum Sepenuhnya menindaklanjuti rekomendasi

tahun 2020, sehingga belum terjadi peningkatan dalam implementasi SAKIP yang

signifikan.

Kelemahan yang masih dijumpai antara lain :

1)

2)

3)

4)

S)

Tujuan dan sasaran strategis yang termuat pada dokumen perencanaan
pemerintah daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum sepenuhnya
mampu menjawab isu strategi yang dihadapi serta belum dilengkapi dengan
indikator kinerja yang SMART. Hal tersebut mengakibatkan dampak dari
program dan kegiatan yang ditetapkan belum dirasakan oleh masyarakat.
Penjabaran kenerja yang disusun belum seluruhnya memenuhi prinsip
logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat serta belum
menggambarkan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang
dihadapi. Selain itu, penjabaran kinerja masih berorientasi pada urusan
sehungga tidak terlihat hubungan lintas fungsi antar OPD yang
dibutuhkan untuk mendukung pencapaian kinerja.

Kepemilikan kinerja masih belum terlihat pada OPD sehingga implementasi
SAKIP masih pada tahap administrasi saja. Belum terlihat adanya keterlibatan
pimpinan OPD dalam pengambilan keputusan atas perubahan strategi yang
diperlukan untuk menghasilkan peningkatan efektifitas dan efesiensi
penggunaan anggaran.

Pimpinan OPD belum terlihat aktif dalam proses pelaksanaan
program/kegiatan, pemantauan dan evaluasi efektifitas
program/kegiatan dalam mencapai kinerja, serta pengambilan
keputusan atas perubahan strategi yang diperlukan untuk menghasilkan
peningkatan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Kualitas pengungkapan informasi kinerja yang dituangkan dalam
laporan kinerja masih terbatas. Hal ini mengakibatkan belum adanya
umpan balik berupa perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi

dalam pelaksanaanya.
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6)

7)

Pelaksanaan evaluasi internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
pada masing — masing OPD yang telah dilaksanakan oleh inspektorat
belum secara maksimal mampu mamacu perbaikan akuntabilitas
kinerja.

Kualitas implementasi SAKIP belum mampu menjadi pengungkit atas
pelaksanan reformasi secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih meningkatkan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Solok, perlu di perhatikan
beberapa hal sebagai berikut:

1

Memastikan proses reviu dan perbaikan dokumen perencanaan dapat
dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan kualitas sasaran
strategis, indikator kerja, keterpaduan perencanaan serta penjabaran
kinerja.

Melakukan reviu atas Kkeselarasan antara kegiatan, program serta
sasaran strategis untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran
efektif dalam pencapaian kinerja dan melakukan pengukuran efisiensi
atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan. Melakukan
penyempurnaan atas penjabaran kinerja yang telah ada dengan
memastikan kesesuaiannya dengan PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun
2021 tentang Penjenjangan Kinerja.

Menumbuhkan rasa kepemilikan kinierja pimpinan OPD dan seluruh
pegawai pada level organisasi dengan mendorong pelaksanaan doalog
kinerja sebagai bagian dari proses penetapan kinerja.

Memastikan pimpinan OPD terlibat aktif pada proses pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan serta dalam
pengambilan keputusan strategis terkait efektifitas dan efisiensi
pemanfaatan anggaran. Mendorong pemanfaatan teknologi dalam upaya
peningkatan kualitas manajemen kinerja dan pemberian reward dan
punishment.

Memastikan kualitas pengungkapan informasi termasuk di dalamnya
kecukupan analisis serta pengungkapan faktor pendukung dan
penghambat dan strategi pencapaian dalam laporan kinerja.
Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi
internal. Sehingga mampu menggunakan instrumen evaluasi secara
maksimal, menerapkan professional judgementsecara tepat, serta

memberikan rekomendasi yang dapat memacu perbaikan akuntabilitas
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kinerja OPD. Selanjutnya adalah kebutuhan untuk memastikan tindak
lanjut seluruh hasil rekomendasi evaluasi.
Memastikan perbaikan implementasi SAKIP sebagai pengungkit dalam

mempercepatan pelaksanaan reformasi birokrasi.

b. Indeks persepsi hasil korupsi (IPAK) dan Survey Internal Organisasi
Pemerintah Kota Solok yang menggunakan hasil pengukuran yang
dilakukan oleh Komisi Pemeberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan
nilai 71, 74 dengan skala 0-100. Sedangkan untuk Indeks Kualitas
Pelayanan Publik (IPKP) yang dilakukan oleh Kemenpan dan RB, Kota
Solok memperoleh nilai 82,13 dengan skala 0-100.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta

menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan

Pemerintah Kota Solok, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan
sebaga berikut :

1.

Secara konsisten melaksanakan internalisasi arah perubahan yang
diterapkan kepada seluruh pegawai dan melakukan survei kepada
seluruh pegawai secara berkala terkait internalisasi nilai-nilai organisasi,
budaya kerja, dan pemahaman reformasi birokrasi.

Meningkatkan peran agen perubahan dalam menciptakan budaya kinerja
yang cepat, adiktif, dan dinamis. Disamping itu, perubahan yang ingin
diwujudkan oleh agen perubahan agar disesuaikan dengan karakter
layanan utama pada masing-masing unit kerja

Memastikan proses deregulasi kebijakan secara menyeluruh dengan
melakukan identifikasi secara keseluruhan peraturan yang ada dan
memastikan bahwa tidak ada yang tumpang tindih dan menghambat
kinerja maupun pelayanan.

Menyelesaikan proses pengalihan jabatan struktural ke jabatan
fungsional. Pengalihan jabatan dimaksudkan untuk mewujudkan
birokrasi yang dinamis dan profesional. Selain itu juga menyelesaikan
mekanisme hubungan kerja antara Jabatan Pimpinan Tinggi dan
Jabatan Fungsional dengan adanya penyederhanaan organisasi.
Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan kebermanfaatan dari
SPBE yang telah dibangun dan kesesuaiannya dengan kebutuhan
organisasi serta pengguna layanan. Selanjutnya melakukan tindak lanjut

perbaikan untuk menjawab temuan yang ada.
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2.5.

Mengoptimalkan pengelolaan sistem manajemen SDM dengan
memanfaatkan seluruh hasil pemetaan talenta sebagai dasar
penempatan jabatan kritikal/suksesi dalam pengisian jabatan pimpinan
tinggi serta pemanfaatkan hasil asesmen pegawai belum sepenuhnya
dijadikan dasar mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai.
Memastikan implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari
pusat hingga unit-unit kerja secara merata dan optimal, sehingga
penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah dapat
selaras dan mendukung dalam pencapaian serta peningkatan kinerja
organisasi.

Membangun Sestem Pengendalian Intern Pemerintah lebih efektif dengan
menerapkan manajemen risiko, sehingga dapat mengendalikan gratifikasi,
benturan kepentingan, Whistleblowing System, dan pengaduan masyarakat
secara baik, yang akirnya dapat mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan
berintegritas.

Mengevaluasi efektivitas dan efesiensi penggunaan aplikasi yang
digunakan untuk pelayanan intenal dan eksternal, serta secara periodik
melakukan survei kepuasan untuk mendapatkan umpan balik guna

perbaikan berkelanjutan.

Tantangan/Hambatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dihadapi
Pemerintah Kota Solok dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi
birokrasi adalah sebagai berikut:

Birokrasi yang bersih dan akuntabel

a. Belum terbentuk pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang
peran penting penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan
akuntabel sebagai pilar pembentuk pemerintahan yang baik.

b. Belum optimalnya role model yang menjadi teladan dalam praktik
penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, bersih dan akuntabel
sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Peningkatan Law enforcement terhadap pegawai atau pejabat yang
melakukan tindakan KKN dan indispliner, sehingga dapat lebih
memberikan efek jera.

d. Skema/mekanisme pemberian reward dan punishment yang belum
tepat, terukur dan adil bagi pegawai sesuai dengan kinerja pegawali.

e. Belum optimalnya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi

di lapangan.
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2. Birokrasi yang efektif dan efisien

a. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang
dilakukan masih perlu ditingkatkan, dan anggaran belanja publik
terus ditingkatkan dibandingkan anggaran belanja aparatur agar
dapat mewujudkan pengelolaan anggaran yang pro-growth, pro-poor
dan pro-job;

b. Efisiensi terkait juga dengan kelembagaan pemerintah daerah yang
perlu dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas
dan fungsi (tupoksi);

c. Penerimaan dan penempatan pegawai terus dilakukan secara transparan dan
sesuai kompetensi jabatan dengan berdasar pada regulasi yang berlaku
untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan serta intervensi dari berbagai
pihak;

d. Pengawasan dan pengendalian terhadap disiplin pegawai;

e. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum dijalankan
dengan baik.

f. Standar Kompetensi Jabatan masih pada jabatan pimpinan tinggi
sedangkan pada jabatan administrator, pengawas dan fungsional
belum disusun.

g. Pelaksanaan promosi pegawai secara terbuka belum dilakukan secara
berkesinambungan;

3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada sektor-sektor pelayanan
dasar sebagai respon terhadap keluhan masyarakat tentang pelayanan
publik di Kota Solok;

b. Belum semua Perangkat Daerah memiliki Peta Proses Bisnis dan SOP;

c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan di Kota Solok;

d. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan bagi
masyarakat berkebutuhan khusus;

e. Pengelolaan pengaduan pelayanan publik belum dilakukan secara
optimal, khususnya terkait monitoring dan evaluasi hasil tindak lanjut
pengaduan pelayanan publik; dan

f. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan
publik.
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BAB III
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

3.1 Kondisi Lingkungan Dapat Mempengaruhi Implementasi Reformasi
Birokrasi. Faktor lingkungan yang dimaksud dalam Road Map Reformasi
Birokrasi ini adalah context (konteks) di mana birokrasi beroperasi.

Visi Kota Solok Tahun 2021-2026 adalah: “TERWUJUDNYA KOTA
SOLOK YANG DIBERKAHI, MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI
PENGEMBANGAN SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA YANG MODERN.”
Implementasi dan kinerja reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota
Solok dilakukan untuk mewujudkan Misi Walikota Solok Tahun 2021-2026
yaitu: “Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang
bersih efektif dan efisien” serta dengan menetapkan tujuan “Meningkatkan
kualitas tatakelola pemerintahan yang baik”.

Faktor lingkungan dalam Road Map reformasi birokrasi adalah
beberapa hal yang dapat mempengaruhi jalannya program reformasi

birokrasi, diantaranya adalah :

1. Integritas dan Profesionalisme ASN

Kunci sukses birokrasi dalam menjalankan fungsinya sebagai
pelaksana kebijakan publik dan pelayanan publik adalah dengan
meningkatkan dan menguatkan integritas dan profesionalisme aparatur
birokrasi/ASN. Hal ini perlu didorong dengan penguatan nilai-nilai integritas
dan profesionalisme sebagai bagian dari proses mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih. Tolok ukurnya adalah pencapaian
penilaian kualitas kinerja aparatur yang dihasilkan oleh aparatur di
Pemerintah Kota Solok. Selain itu, tercermin juga melalui perilaku aparatur
birokrasi yang berintegritas dan profesional. Peningkatan integritas dan
profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perwujudan good
governance di Pemerintah Kota Solok mengacu pada UU Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka keberadaan ASN yang terdiri dari
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi
politik, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
Oleh karena itu diperlukan pengelolaan dan penataan Perangkat Daerah di

Pemerintah Kota Solok yang meliputi:
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a. Pembinaan ASN yang mempunyai fungsi melayani, disiplin dan bersih;
b. Pengelolaan keuangan daerah dengan prioritas pemenuhan pelayanan

dasar secara efektif, efisien dan akuntabel.

Penegakan dan Kepastian Hukum

Penataan Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi akan sangat
mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada negara. Hukum yang
ditegakkan akan mengurangi banyak fraud hingga KKN. Sebagai contoh,
penegakan hukum dapat mengurangi peluang praktik tidak etis pada
pengisian jabatan sehingga berpeluang lebih baik dalam hal meningkatkan
Kinerja dan manajemen ASN yang profesional. Penegakkan hukum yang adil,
juga mendorong terselenggaranya pelayanan publik menjadi lebih
transparan, cepat, mudah karena berkurangnya gratifikasi.

Lemahnya penegakan hukum mengakibatkan tidak berjalannya sistem
reward dan punishment. Pemerintah Kota Solok perlu mendorong dan
melaksanakan pemberian penghargaan bagi OPD ataupun ASN yang mampu
melakukan perubahan dan inovasi ke arah yang lebih baik bagi Pemerintah
Kota Solok demi kemajuan daerah. Sebaliknya, perlu punishment tegas bagi
OPD atau ASN yang tidak melaksanakan atau abai dalam melaksanakan
reformasi birokrasi.

Pemberian reward dan punishment ini perlu diatur dalam regulasi atau
kebijakan yang jelas dan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Selain itu, perlu dilakukan penguatan pengawasan dari seluruh
proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan Kkegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien
untuk kepentingan pimpinan/Kepala Daerah dalam mewujudkan tata

kepemerintahan yang baik.

Penataan Administrasi dan Kelembagaan

Saat ini Masyarakat sebagai warga negara semakin sadar akan hak-
haknya yang harus terpenuhi dan semakin Kkritik terhadap segala
permasalahan yang terjadi di sistem kelembagaan pemerintahan, khusus
terkait dengan pelayanan publik. Oleh karena itu perlu adanya penataan
administrasi dan kelembagaan pemerintah untuk membentuk pemerintahan

yang efisien, efektif dan akuntabel.
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Aspek adminstrasi dan kelembagaan dapat dilihat dalam beberapa
prinsip dasar, yaitu aspek struktur, proses, kepegawaian dan hubungan
antara Pemerintah daerah dan masyarakat. Struktur organisasi perangkat
daerah yang dibentuk harus benar-benar diyakini mendukung pencapaian
sasaran strategis dan tujuan berdirinya organisasi serta tidak saling
tumpang tindih antar struktur. Selain itu, struktur tersebut tentunya
berorientasi mempermudah proses pelayanan dalam rangka pelaksanaan
tugas setiap OPD yang ada di Pemerintah Kota Solok yaitu dalam
menjalankan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan dengan diperkuat
sistem administrasi yang ringkas dan terpadu.

Oleh karena itu, penataan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses
dan tepat ukuran dengan input SDM yang berintegritas, profesional, dan
kompeten, serta sistem administrasi yang berkualitas dapat meningkatkan
kinerja organisasi dan menghadirkan ASN Pemerintah Kota Solok yang
berintegritas, kompeten dan profesional untuk mewujudkan birokrasi yang
bersih, akuntabel dan kapabel.

Pada konteks penataan administrasi dan kelembagaan, konsep
penataan dapat mencakup beberapa hal, antara lain:

1) Aliansi, mensinergikan seluruh aktor yaitu, pemerintah, dunia usaha
dan masyarakat dalam tim solid.

2) Restrukturisasi: tindakan merubah struktur yang dipandang tidak
sesuai dengan tuntutan zaman dan tidak efektif lagi dalam memajukan
lembaga (organisasi) serta merampingkan sistem kelembagaan yang
efektif, proporsional, fleksibel

3) Evaluasi Kelembagaan: mendefinisikan kembali visi, misi, peran, strategi,
implementasi dan evaluasi kelembagaan pemerintah.

4) Refungsionalisasi: tindakan/upaya memfungsikan kembali yang
sebelumnya tidak atau belum berfungsi melalui penyetaraan jabatan
struktural dan pengembangan jabatan fungsional

5) Revitalisasi: mengoptimalkan kinerja organisasi melalui peningkatan

kapasitas dan kewenangan organisasi.

Budaya Organisasi

Budaya Dbirokrasi merupakan seperangkat nilai dan sistem
berdasarkan pengalaman yang menginternalisasi. Hal tersebut kemudian
diaplikasikan dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh
segenap sumber daya yang terdapat dalam birokrasi. Tanggal 27 Juli 2021,
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Presiden RI Joko Widodo meluncurkan Core Values ASN untuk seluruh ASN
di Kementerian / Lembaga / Daerah yang diharapkan akan menjadi fondasi
budaya kerja ASN yang profesional. Core Values ASN yang diluncurkan yaitu
ASN Ber-AKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan,
Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. Core values dari
Ber-AKHLAK sebagai berikut:

1) BERORIENTASI PELAYANAN: (i) Memahami dan memenuhi kebutuhan
masyarakat; (i) Ramah, Cekatan, Solutif dan Dapat Diandalkan;
(iliymelakukan perbaikan tiada henti.

2) AKUNTABEL: (i) Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab,
cermat, disiplin dan berintegritas tinggi; (ii) Menggunakan kekayaan dan
barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien; (iii)
Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3) KOMPETEN: (i) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab
tantangan yang selalu berubah; (i) Membantu orang lain belajar; (iii)
Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4) HARMONIS: (i) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya; (ii)
Suka menolong orang lain; (il Membangun lingkungan kerja yang
kondusif.

5) LOYAL: (i) Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta
Pemerintahan yang sah; (ii) Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan
Instansi dan Negara; (iii) Menjaga Rahasia Jabatan dan Negara.

6) ADAPTIF: (i) Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan; (ii) Terus
berinovasi dan mengembangkan kreatifitas; (iii) Bertindak proaktif.

7) KOLABORATIF: (i Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak
untuk Dberkontribusi; (ii) Terbuka dalam bekerja sama untuk
menghasilkan nilai tambah; (iii) Menggerakkan pemanfaatan berbagai
sumber daya untuk tujuan bersama.

Perubahan budaya organisasi akan bermakna, apabila nilai-nilai baru
yang dikembangkan tetap memperhatikan nilai-nilai yang telah ada. Dalam
masa transisi transformasi budaya, dituntut pimpinan organisasi yang
mampu  mengendalikan  keseimbangan antar komponen, dapat
mengidentifikasi lubang-lubang kelemahan dari budaya yang sedang
dikembangkan, mampu menyerap aspirasi dan ekses yang berkembang,

serta mampu mengadakan penyesuaian terhadap perkembangan lingkungan
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strategis, sehingga budaya baru terserap dengan mulus tanpa menimbulkan
goncangan-goncangan yang dapat mengganggu pencapaian misi organisasi.

Adanya Core Value ASN yang baru ini diharapkan setiap ASN Pemerintah
Kota Solok melalui semboyan dan semangat yang sama dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat. ASN jangan lagi minta untuk dilayani
melainkan memberikan pelayanan yang prima dalam membantu
masyarakat. Harapan ini juga didukung dengan diresmikannya employer
branding ASN “Bangga melayani bangsa”

Dengan ditetapkannya core value BerAKHLAK justru akan menguatkan
budaya kerja ASN yang professional dalam melayani masyarakat. Orientasi
pelayanan yang berkualitas dan profesional harus dimaknai dengan baik
oleh setiap ASN. Tidak hanya sekadar menjadi jargon melainkan harus
diamalkan dan ditujukan untuk kemajuan bangsa. ASN harus bisa
mendobrak stigma negatif masyarakat terkait adanya praktik pungli untuk
mempercepat proses layanan yang diberikan oleh instansi pemerintahan.
Ketika ASN terbiasa memberikan pelayanan yang baik dan sesuai prosedur,
praktik korupsi akan terhindarkan.

Perubahan fundamental pada pola pikir dan sikap mental ASN inilah
yang akan mendorong ASN untuk melakukan tindakan anti korupsi. Selain
itu dari segi organisasi pencegahan anti korupsi pun sudah dilakukan di
tingkat unit instansi pemerintahan dengan adanya Pembangunan Zona
Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan juga adanya Unit
Pengendali Gratifikasi di setiap unit untuk mencegah terjadinya tindak
pidana korupsi pada Instansi Pemerintah.

Hadirnya core values BerAKHLAK menjadi budaya kerja yang baru untuk
setiap ASN di Kota Solok. Melayani masyarakat dengan professional,
bertanggung jawab dalam menggunakan sumber daya yang diamanahkan
oleh publik, memiliki kompetensi dalam menangani isu dan masalah
bangsa, menjadi simbol kesatuan dan persatuan bangsa, loyal terhadap
negara Indonesia, dan mampu beradaptasi dengan segala perubahan serta
siap berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa untuk memberikan yang

terbaik bagi bangsa Indonesia.
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Globalisasi dan Sustainable Development Goals (SDG’s) - Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan

SDG’s sudah menjadi pengarusutamaan pembangunan global. Kaitan
SDG’s dengan reformasi birokrasi adalah: reformasi birokrasi menjadi
instrumen untuk meningkatkan daya saing negara/birokrasi pada tataran
global dalam berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDG’s). Jika Reformasi
Birokrasi berhasil, akan terjadi efisiensi, efektifitas, dan kapabilitas apatur
yang adaptif untuk mencapai indikator-indikator dari 17 Tujuan SDG’s.

Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi rujukan bersama bagi
pemerintahan di seluruh dunia untuk menciptakan kondisi dunia yang lebih
baik dengan terwujudnya 17 tujuan berkelanjutan pada tahun 2030.
Pengetahuan dasar yang memadai terhadap SDGs diharapkan dapat
membantu para ASN dalam memposisikan perannya di kancah global
maupun regional. Dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Kota
Solok memperhatikan aspek dalam perencanaan tata ruang yang tepat,
yaitu: pengembangan sumber daya alam harus memperhitungkan daya
dukung dan daya tampung; pendayagunaan sumber daya alam harus
memperhatikan kapasitasnya dalam mengabsorsi perubahan yang
diakibatkan oleh aktivitas tersebut; adanya alokasi sumber daya alam dalam
beberapa zona diantaranya hutan lindung, wilayah industri, daerah aliran
sungai dan sebagainya; dan melakukan penerapan dokumen lingkungan
pada pelaksanaan kegiatan, sehingga setiap kegiatan tidak hanya layak

secara ekonomis dan teknologis, tetapi juga layak secara lingkungan.

Transformasi digital

Perkembangan digitalisasi di sektor swasta dan juga di sektor publik
sebagai dampak revolusi 4.0 melahirkan Governance 4.0 yaitu kondisi
birokrasi yang ditandai dengan kecepatan dan konvergensi dalam semua
urusan, baik dalam pemerintahan, pembangunan, maupun dalam
pelayanan publik. Sementara itu, saat ini birokrasi Indonesia (termasuk
birokrasi Kota Solok) masih pada level Governance 1.0 yang ditandai dengan
orientasi politik yang masih tinggi, tumpang tindih berbagai program dan
kegiatan antar instansi, dan berbagai proses bisnis yang manual dan
terfragmentasi.

Perkembangan Revolusi Industri 4.0 menciptakan dinamika dan

sejumlah tantangan baru yang unik bagi pemerintahan di seluruh dunia,
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tidak terkecuali di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka

cara kerja pemerintah dan pola hubungan/interaksi pemerintah dengan

masyarakat juga mengalami perubahan mendasar. Pemanfaatan teknologi
mobile internet, komputasi awan, kecerdasan buatan, maha data, dan

Internet of Things (IoT) akan mendorong pemerintah daerah untuk

memberikan layanan mandiri, layanan bergerak, dan layanan cerdas yang

fleksibel dan tanpa batas bagi masyarakat.
Tantangan yang dihadapi terkait dengan persoalan birokrasi yang saat
ini ada yaitu:

1) Data yang ada di berbagai sistem aplikasi pemerintahan sering kali
menimbulkan redundansi, tidak memiliki referensi yang sama, tidak
akurat dan memiliki beragam standar. Hal ini menimbulkan
kebingungan bagi setiap K/L/pemda dalam membuat kebijakan dan
program pembangunan.

2) Pola alih daya (outsourcing) yang menjamur dalam pembuatan berbagai
aplikasi dan pemeliharaannya menyebabkan potensi ancaman
kedaulatan dan keamanan data, karena rawan kebocoran oleh pihak
ketiga, hingga ketergantungan yang tinggi kepada pihak ketiga.

3) Pemanfaatan teknologi yang masih terfragmentasi, sehingga
menimbulkan duplikasi dan kesulitan untuk mengintegrasikan
penyediaan layanan.

4) Kesinambungan (sustainability) aplikasi yang rendah karena
pembangunannya tidak mengikuti standar teknologi dan pengelolaan
yang baik sehingga mengakibatkan aplikasi tersebut menjadi sampah
digital dan rawan diretas.

S) Belum adanya SuperApps yaitu platform digital yang terintegrasi yang
menawarkan berbagai macam pelayanan dalam satu aplikasi.
Pemerintah Kota Solok berkomitmen untuk memperkuat dan

memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan

dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan
demokratis yang berbasis pada teknologi informasi. Hal ini sebagai wujud
penyesuaian diri terhadap perkembangan 2zaman dan melakukan

transformasi digital untuk bertahan di era Revolusi Industri 4.0.
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3.2. Isu Strategis yang Mempengaruhi Implementasi RB

Isu strategis dalam Road Map Reformasi Birokrasi ini merupakan content
(konten) yang berpengaruh signifikan dalam proses Reformasi Birokrasi. Isu
strategis Reformasi Birokrasi adalah beberapa hal terkini yang segera
direspon oleh pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik.

Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota Solok tetap mengacu pada
RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026. Pelaksanaan Reformasi Brokrasi
merupakan bagian dari pencapaian Misi V RPJMD Kota Solok Tahun 2021-
2026, yakni “Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi
yang bersih efektif dan efisien” dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas
tatakelola pemerintahan yang bersih.

Adapun isu strategis yang mempengaruhi Reformasi Birokrasi Kota Solok
Tahun 2022-2026, antara lain:

A. Isu Eksternal

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024, isu strategis pelaksanaan reformasi birokrasi adalah :

1. Penyederhanaan Struktur dan Kelembagaan Birokrasi

Penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil
kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran.
Organisasi pemerintah saat ini dihadapkan pada tantangan yang tidak
mudah dalam pencapaian birokrasi kelas dunia. Untuk mencapai hal
tersebut maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi
salah satu area perubahan dari reformasi birokrasi yang harus
dilaksanakan. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi
merupakan langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah yang
selanjutnya diikuti dengan penetapan tatalaksana dan koordinasi lintas
bidang menuju terwujudnya smart institution. Penyederhanaan birokrasi
merupakan tindak lanjut pidato Presiden pada sidang paripurna MPR RI
pada tanggal 20 Oktober 2019. Penyederhanaan birokrasi tersebut
dilakukan dengan menyederhanakan struktur birokrasi menjadi dua level
dan mengalihkan jabatan struktur dibawah dua level tersebut menjadi
jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi tersebut sudah dimulai
dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang

Organisasi Kementerian Negara, yang salah satunya mengamanatkan agar
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struktur organisasi kementerian mengutamakan kelompok jabatan

fungsional.

Pemindahan Ibu Kota Negara

Dalam rangka menciptakan pemerataan pembangunan dan pengelolaan
pemerintahan yang lebih baik Presiden telah mengumumkan pemindahan
Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke sebagaian wilayah Kabupaten Kutai
Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan
Timur. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disiapkan rencana yang
terintegrasi antara pemindahan Ibu Kota Negara dengan road map reformasi
birokrasi 2020-2024, meliputi transformasi kelembagaan, sumber daya
manusia aparatur, sistem dan prosedur kerja ASN, akuntabilitas dan
pengawasan atas kinerja ASN serta pelayanan publik. Sebagai langkah awal
perlu disusun undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya
sebagai dasar persiapan, pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara

yang baru.

Transformasi Digital

Pesatnya perkembangan teknologi berdampak pada pelaksanaan tugas
dan fungsi pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, khususnya
teknologi digital. Tantangan global menuntut para eksekutif untuk cakap
dan respon dalam menjalankan proses-proses pelayanan pemerintahan
berbasis digital atau elektronik. Isu ini menjadi penting untuk direspon
dalam merumuskan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan
kelas dunia di tahun 2025. Dalam hal ini, instansi pemerintah harus
melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang
terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan
untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas

yang fleksibel dan tanpa batas.

Arahan Utama Presiden Republik Indonesia

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam
pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045.
Peran reformasi birokrasi untuk mewujudkan kelima arahan utama presiden
tentang pembangunan nasional di atas adalah memastikan setiap
program/kegiatan dilakukan dalam rangka mengakselerasi pencapaian

kelima sasaran tersebut.
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1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
Dalam hal pembangunan SDM, reformasi birokrasi perlu mendorong
setiap ASN agar memiliki keterampilan dan kompetensi spesifik yang
dapat membantu birokrasi menghadapi era digital dan industri 4.0.

2. Pembangunan Infrastruktur
Dalam hal pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi berperan
untuk memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien,
dan bebas dari segala penyimpangan. Salah satu perwujudannya adalah
dengan meningkatkan pengawasan pada proyek-proyek srategis nasional.

3. Penyederhanaan Regulasi
Dalam hal penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi mengupayakan
terbentuknya regulasi yang ideal di mana kuantitas regulasi perlu
disederhanakan, namun tetap membawa dampak yang lebih baik, salah
satunya adalah dengan mempercepat penyusunan Omnibus Law. Selain
itu penyederhanaan regulasi perlu untuk dilakukan seluruh instansi
pemerintah dalam rangka menciptakan kemudahan berusaha dan
pembangunan ekonomi, serta meningkatkan efektivitas berbagai program
pemerintah yang memerlukan kolaborasi lintas instansi.

4. Penyederhanaan Birokrasi
Dalam hal penyederhanaan birokrasi, reformasi birokrasi perlu dilakukan
dengan memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan
berbelit. Salah satunya dengan melakukan penyederhanaan struktur
organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Penyederhanaan birokrasi
ini dilakukan untuk menciptakan kemudahan berusaha serta menekan
berbagai biaya yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

5. Transformasi Ekonomi
Dalam hal transformasi ekonomi, reformasi birokrasi perlu mengarahkan
instansi pemerintah untuk memastikan setiap program dan kegiatannya
dirancang untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan memangkas

berbagai biaya birokrasi yang menyebabkan efisiensi dan pemborosan.

Merit System dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN)
Ketidakcocokan antara kompetensi pegawai dan kualifikasi jabatan
menjadi problem utama bagi keberadaan ASN yang menjadi sorotan publik.
Hal ini berakibat pada kurang profesionalnya ASN di mata masyarakat.
Ketidakcocokan penyelenggaraan manajemen ASN ini sebenarnya juga

dipengaruhi dari upaya-upaya yang mengarah padapolitisasi birokrasi dalam




ranah administrasi yaitu intervensi pejabat politik dalam pengangkatan
jabatan karier ASN. Sejarahpenyelenggaraan pemerintahan Indonesia syarat
dengan politisasi birokrasi, dimana kedudukan birokrasi tidak dapat bersifat
netral terhadap kekuatan-kekuatan politik yang bermain
dalampemerintahan. Pengangkatan jabatan ASN dipilih dan
dipromosikanbukan berdasarkan sistem merit tetapi lebih disebabkan oleh
politisasi birokrasi, bahkan pencopotan atau demosi pun juga tidak lepas
dari nuansa politisasi birokrasi. Oleh karena itulah, untuk menjamin
birokrasi pemerintahyang bersih, bebas Korupsi Kolusi Nepotisme, dan
terlepas dari intervensi politik, perlu diterapkan sistem manajemen ASN
berbasis merit. Pelaksanaan manajemen ASN yang berdasarkan pada
sistemmerit, maka sistem rekrutmen, pengangkatan, penempatan,
danpromosi pegawai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan Kkinerja.
Dengan demikian, penyelenggaraan manajemen ASN berbasis sistemmerit
merupakan prioritas utama dan politisasi birokrasi harus dieliminir.
Dikotomi sistem merit dan politisasi segera diselesaikandengan komitmen

reformasi birokrasi.

Pandemi Covid-19

Penyesuaian perencanaan daerah dan adaptasi baru dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik akibat adanya
bencana nasional non-alam yaitu Pandemi Covid-19, tentunya berimbas
pada penentuan kembali target dan indikator tujuan, sasaran maupun
program yang sudah ditetapkan dalam perencanaan daerah, termasuk
dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi. Selain itu, penerapan protokol
kesehatan untuk menjaga physical distancing menyebabkan perlunya
perubahan perilaku dan beradaptasi dengan pemanfaatan teknologi
informasi dalam melakukan aktivitas pelayanan publik dan penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

B. Isu Internal
Reformasi birokrasi diperlukan dalam rangka perbaikan tata kelola
pemerintahan. Adapun isu strategis reformasi birokrasi yang perlu disikapi

oleh Pemerintah Kota Solok antara lain:
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Penyederhanaan organisasi

Penyederhanaan organisasi bertujuan untuk mewujudkan organisasi yang tepat
fungsi, tepat ukuran dan tepat proses. Penyederhaan organisasi tetap
memperhatikan aspek karir SDM aparatur, sistem kerja, sistem pelayanan, dampak
pelayanan pada masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penataan Organisasi

Penataan organisasi dilakukan melalui transformasi jabatan
struktural/administrasi ke jabatan fungsional. Untuk Kota Solok telah dilakukan
penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sesuai dengan
amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021, bahwa penyetaraan jabatan administrasi ke
dalam jabatan fungsional paling lambat dilakukan pada tanggal 31 Desember 2021.
Penyetaraan jabatan ini dilakukan setelah dilakukan proses penyederhanaan
struktur organisiasi.

Melalui penyetaraan jabatan ini diharapkan pelaksanaan birokrasi dapat
berkinerja tinggi, integratif, transparan, dinamis dan inovatif.
1. Pengembangan sistem manajemen ASN

Peningkatan kualitas sumber daya ASN menjadi persoalan mendasar dalam

pengembangan sistem manajemen ASN. Relatif rendahnya kualitas dan
profesionalisme ASN Kota Solok serta penempatan ASN yang belum sesuai
dengan kompetensi dan formasi yang dibutuhkan berdampak pada kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat.
Penerapan sistem merit sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara sudah harus menjadi perhatian untuk ke
depannya. Sehingga perencanaan kebutuhan ASN, pengadaan ASN,
pengembangan karir, promosi mutasi, manajemen kinerja, penggajian,
penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan serta sistem
informasi ASN dapat terjamin dan berkualitas.

Demikian pula halnya dengan peningkatan profesionalitas ASN menjadi
perhatian khusus. Hal ini terlihat dari Indeks Profesionalitas ASN Kota Solok
yang masih rendah yakni dengan nilai 50,20 pada tahun 2021. Indeks
Profesionalitas ASN dipengaruhi oleh 4 indikator yakni, kualifikasi, kinerja,
kompetensi dan disiplin. Diantara 4 indikator tersebut, kompetensi merupakan
nilai terbesar yang mempengaruhi indeks profesionlitas AS, yakni 40%.
Pengembangan kompetensi ASN dapat dilakukan malalui pengembangan
kompetensi teknis/fungsional dan kompetensi manajerial, baik itu secara

klasikal maupun non klasikal.
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Peningkatan Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang inovatif, cepat dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat berdasarkan standar pelayanan publik. Hal ini ditujukan
untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih memperhatikan kondisi
perubahan kebutuhan masyarakat.
Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan tolok ukur tingkat kesesuaian layanan
yang diberikan oleh pemerintah dalam merespon kebutuhan masyarakat.
Walaupun nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perangkat daerah di
Kota Solok menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam peningkatan layanan,
namun kualitas, kecepatan, dan ketepatan layanan masih perlu ditingkatkan
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. ASN yang professional

juga menjadi sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Transformasi Digital

Transformasi digital diharapkan bisa menjadi solusi dan opsi lain untuk
meningkatkan dan memperkuat efektivitas funsi setiap organisasi. Selain itu
transformasi digital mampu menciptakan pelayanan publik yang makin efisien,
cepat dan murah sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat yang
membutuhkan pelayanan.

Transformasi digital melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) adalah penyelengaraan pemerintahan yang memanfaatkan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada
pengguna SPBE yang meliputi instansi pemerintah, Aparatur Sipil Negara, pelaku
bisnis dan masyarakat.

Secara umum, penerapan SPBE di lingkungan Pemerintah Kota Solok
bertujuan untuk (1) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih,
efektif, efisien, transparan dan akuntabel; (2) mewujudkan pelayanan publik
yang berkualitas dan terpercaya; dan (3) mewujudkan sistem pemerintahan
berbasis elektronik yang terpadu. Melalui penerapan SPBE, Pemerintah Kota
Solok  memiliki peluang untuk mendorong dan mewujudkan
penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif dan
akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam
melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan
bersama serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik
kepada masyarakat luas dan menekan tingkat penyalahgunaan wewenang

dalam bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme.
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BAB IV

SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI 2022-2026

Setelah dilakukan evaluasi atas capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi
periode sebelumnya, serta telah dilakukan juga pemetaan terhadap lingkungan
strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka ditetapkan tujuan serta sasaran
Reformasi Birokrasi beserta strategi pelaksanaannya. Tujuan dan sasaran
Reformasi Birokrasi yang ditetapkan diharapkan dapat menjawab
tantangan/hambatan pada periode sebelumnya serta mampu menjawab isu-isu

strategis Reformasi Birokrasi kedepan.

4.1. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Solok 2022-
2026 akan mengacu kepada Misi ke 5 RPJMD 2021-2026 dan tujuan
reformasi birokrasi sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Adapun rumusan tujuan
pelaksanaan reformasi birokrasi adalah melaksanakan reformasi birokrasi
yang bersih, akuntabel, kapabel untuk mewujudkan pelayanan publik yang

prima.

4.2. Sasaran

Sasaran yang diuraikan pada Road Map ini merujuk pada sasaran
reformasi  birokrasi yang ditetapkan dalam = Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yaitu:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel;
3. Pelayanan Publik yang Prima.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini merupakan
pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Selain
itu penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan
dari sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan

memperhatikan lingkungan strategis pemerintah.

88




Tabel 4.1. Indikator Keberhasilan Sasaran Reformasi Birokrasi

Sasaran Indikator sasaran Baseline Target 2026
(2022)
Birokrasi yang Prediket SAKIP 73 (B) 84 (A)
Bersih dan Opini BPK WTP WTP
Akuntabel Indeks Reformassi 69 77
Birokrasi
Birokrasi yang Indeks 64.07 (RPJMD) VR
Kapabel Profesionalitas 51.78 (saat ini)
ASN
Indeks & A
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Pelayanan Publik | Indeks Kepuasan 82.32 88.31
yang Prima Masyarakat

4.3. Strategi Pelaksanaan

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Solok 2022-2025, strategi pelaksanaan
reformasi birokrasi akan mengacu sepenuhnya sebagaimana Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25
Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. Dalam Road
Map ini, terdapat beberapa hal baru yang belum ada dalam Road Map
periode sebelumnya, namun hal yang dipandang efektif pelaksanaannya di
periode sebelumnya tetap dipertahankan. Penambahan hal baru terlihat
dengan ditetapkannya sasaran dan indikator program yang terukur agar
ketercapaian perubahan pada setiap area/bidang dapat lebih dimonitor
secara riil.

Tabel 4.2 Area Perubahan Reformasi Birokrasi (Permenpan 25 Tahun
2020) (bisa di hapus)

o0 oo
8 g o
No Area Perubahan Reformasi Area Perubahan e S e O g =
Birokrasi Reformasi Birokrasi E. = ,g g 2 g g
o ® oS &3 E
-5 - = »h j=N —_— ot
n8s | mn€ |[£E&
; 1. Indeks K impin
Manajemen Perubahan = e J J J
Perubahan
Penataan Peraturan Perundang- |2- Indeks Reformasi J
undangan Penataan Peraturan [Hukum
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No

Area Perubahan Reformasi
Birokrasi

Area Perubahan
Reformasi Birokrasi

Birokrasi yang
bersih dan
akuntabel

Birokrasi yang
kapabel

Pelayanan

Publik yang

prima

Perundang-undangan

3. Indeks Kualitas
kebijakan

Penataan Organisasi

4. Indeks Kelembagaan

&

Penataan Tata Laksana

5. Indeks SPBE

6. Indeks Pengawasan
Kearsipan

7. Indeks Pengelolaan
Keuangan

8. Indeks Pengelolaan
Aset

Sistem Manajemen SDM

9. Indeks Profesionalitas
ASN

10. Indeks Merit System

11. Indeks Tata Kelola
Manajemen ASN

Penguatan Akuntabilitas

12. Nilai SAKIP

13. Indeks Perencaaan

Pengawasan

14, Maturitas SPIP
15. Kapabilitas APIP
16. Opini BPK

17. Indeks Tata Kelola
PBJ

Pelayanan Publik

18. Indeks Pelayanan
Publik

19. Hasil Survey
Kepuasan
Masyarakat

20. Kepatuhan terhadap
Standar Pelayanan
Publik

Sumber: Permenpan Nomor 25 Tahun 2020

program-program prioritas yang dipandang strategis, cepat, dan efektif
untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Program reformasi birokrasi
dilaksanakan dan dikelompokkan berdasarkan cakupan atau ruang lingkup
kegiatan dalam 8 (delapan) area perubahan dan 1 (satu) program quick wins

Pencapaian tujuan dan sasaran reformasi birokrasi dilakukan melalui
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dan merupakan pelaksanaan level mikro dengan fokus implementasi

program reformasi birokrasi. Sebagaimana dalam matriks berikut :

Tabel 4.3 Program, Kegiatan, dan Indikator Area Perubahan Reformasi Birokrasi

w0 w0
Program Area Indikator Area & . E 0
Perubahan Perubahan ; L ] 3
= Reformasi Reformasi Setenn o TS g 2 % = L
Birokrasi Birokrasi 2 E, o% | ¥5
nld anf | £&FE
a. |Manajemen 1. Indeks a. Pengembangan dan penguatan J J J
Perubahan Kepemimpinan nilai-nilai untuk meningkatan
Perubahan komitmen dan implementasi
perubahan (reform)
b. Penguatan nilai integritas
¢. Pengembangan dan penguatan
peran agen perubahan dan role
model
d. Pengembangan dan penguatan
peran agen perubahan dan role
model
b. |Penataan Peraturan |2. Indeks Reformasi| a. Melakukan harmonisasi dan J
Perundang- Hukum penataan regulasi lingkup
undangan Penataan 3. Indeks Kualitas mstans:"pemenntah
Peraturan teblakan b. Mengkaji aturan ya_ng.
Perundang- menghambat birokrasi
undangan c. Penguatan sistem regulasi
dilingkup instansi pemerintah
d. Melakukan harmonisasi
rancangan produk hukum
daerah
e. Melakukan evaluasi
kemanfaatan kebijakan yang
telah disusun
c. |Penataan Organisasi|4. Indeks a. Asessment organisasi berbasis J J J
Kelembagaan kinerja
b. Restrukturisasi
(penyederhanaan) kelembagaan
instansi pemerintah daerah
berdasarkan hasil asesment;
c. Membentuk struktur organisasi
yang tepat fungsi.
d. [|Penataan Tata 5. Indeks SPBE a. Penerapan tata kelola SPBE; J J J
Laksana b. Penerapan manajemen SPBE;
6. Indeks ¢. Penerapan layanan SPBE;
Pengawasan d. Mengintegrasikan pemanfaatan
Kearsipan IT dalam tata kelola
pemerintahan (transformasi
7. Indeks digital);
Pengelolaan e. Pelaksanaan aspek ketaatan
Keuangan terhadap peraturan perundang-

undangan bidang kearsipan
dalam penetapan kebijakan
kearsipan
Pelaksanaan aspek program
kearsipan

. Pelaksanaan aspek pengolahan
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No

Program Area
Perubahan
Reformasi

Birokrasi

Indikator Area
Perubahan
Reformasi
Birokrasi

Kegiatan

Birokrasi yang
bersih dan
akuntabel

Birokrasi yang

kapabel

Publik yang

Pelayanan
prima

arsip inaktif

- Pelaksanaan aspek penyusutan

arsip

Pelaksanaan aspek pengelolaan

arsip statis
Pelaksanaan aspek sumber
daya manuasia kearsipan
Pelaksanaan aspek
kelembagaan
Pelaksanaan aspek sarana
prasarana kearsipan

. Meningkatkan kesesuaian

dokumen perencanaan dengan
dokumen penganggaran
Pengalokasian anggaran
belanja dalam APBD sesuai
dengan mandatory spending
Peningkatan transparansi
pengelolaan keuangan daerah
Optimalisasi penyerapan
anggaran

Pengendalian kondisi
keuangan daerah

Upaya Pencapaian WTP setiap
tahunnya terhadap Opini BPK
atas LKPD

8. Indeks
Pengelolaan Aset

. Melakukan pengelolaan aset

sesuai dengan aturan yang
berlaku;

Sistem Manajemen
SDM

9. Indeks
Profesionalitas
ASN

10. Indeks Merit
System

11. Indeks Tata
Kelola Manajemen
ASN

Menerapkan prinsip-prinsip
manajemen ASN secara
profesional;

. Implementasi manajemen ASN

berbasis merit system;
Penetapan ukuran kinerja
individu;

Monitoringdan evaluasi kinerja
individu secara berkala;
Penguatan implementasireward
dan punishment berdasarkan
kinerja;

Pengembangan kompetensi dan
karir ASN berdasarkan
hasil/monitoring dan evaluasi
kinerja dan kebutuhan
organisasi;

. Pemanfaatan IT dalam

manajemen ASN;

. Pengembangan nilai-nilai

untuk menegakkan integritas
ASN;

Pengembangan implementasi
manajemen talenta (talent
pool);

Penguatan database dan
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No

Program Area
Perubahan
Reformasi
Birokrasi

Indikator Area
Perubahan
Reformasi
Birokrasi

Kegiatan

Birokrasi yang
bersih dan
akuntabel

Birokrasi yang

kapabel

Pelayanan

Publik yang
prima

sistem informasi kepegawaian
untuk pengembangan karir
dan talenta ASN.

Penguatan
Akuntabilitas

12. Nilai SAKIP

13. Indeks
Perencaaan

p

i

Penguatan keterlibatan
pimpinan dan seluruh
penanggungjawab dalam
perencanaan kinerja,
monitoring dan evaluasi
kinerja, serta pelaporan
kinerja;

Peningkatan kualitas
penyelarasan kinerja unit
kepada kinerja organisasi (goal
and strategy cascade).
Pengembangan aplikasi dalam
melakukan evaluasi SAKIP.
Melakukan perencanaan
terintegrasi dan perencanaan
yang lintas sektor
(collaborative and
crosscutting) dalam
penyusunan dokumen.
Mengoptimalkan integrasi
sistem informasi perencanaan,
penganggaran hingga
monitoring dan evaluasi.
Pelaksanaan monitoring dan
evaluasi kinerja secara
berkala.

Pengembangan
pengintegrasian sistem
informasi kinerja,
perencanaan dan
penganggaran;

. Penguatan implementasi value

for money dalam rangka
merealisasikan anggaran
berbasis kinerja.

Melakukan perencanaan
terintegrasi dan perencanaan
yang lintas sektor
(collaborative and
crosscutting);

Penguatan keterlibatan
pimpinan dan seluruh
penanggungjawab dalam
perencanaan kinerja,
monitoring dan evaluasi
kinerja, serta pelaporan
kinerja;

. Peningkatan kualitas

penyelarasan kinerja unit
kepada kinerja organisasi (goal
and strategy cascade)

Pelaksanaan monitoring dan
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No

Program Area
Perubahan
Reformasi
Birokrasi

Indikator Area
Perubahan
Reformasi
Birokrasi

Kegiatan

Birokrasi yang
bersih dan

akuntabel

Birokrasi yang

kapabel

Publik yang

Pelayanan
prima

evaluasi kinerja secara
berkala;

. Pengembangan

pengintegrasian sistem
informasi kinerja,
perencanaan dan
penganggaran;

Penguatan implementasi value
for money dalam rangka
merealisasikan anggaran
berbasis kinerja.

Pengawasan

14. Maturitas SPIP
15. Kapabilitas
APIP

16. Opini BPK

17. Indeks Tata
Kelola PBJ

Kegiatan pendampingan dan
asistensi

. Sub kegiatan pendampingan,

asistensi, verifikasi dan
penilaian reformasi birokrasi
Koordinasi dan pelaksanaan
akuntansi dan pelaporan
keuangan daerah
Pengelolaan aset daerah
Pengelolaan anggaran daerah
Pengelolaan pendapatan
daerah

Koordinasi dan pelaksanaan
perbendaharaan keuangan
daerah

Optimalisasi Implementasi
dan Pemanfaatan Sistem
Pengadaan SiRUP (Sistem
Informasi Rencana Umum
Pengadaan), E-Tendering/E-
Seleksi, E-Purchasing, Non-E-
Tendering & Non-E-
Purchasing dan E-Kontrak
Penigkatan Kualifikasi dan
Kompetensi

SDM Pengadaan Barang/Jasa

Pelayanan Publik

18. Kepatuhan
Standar
Pelayanan
Indeks
Pelayanan
Publik

Hasil Survey
Kepuasan
Masyarakat

19.

20.

. Melakukan penguatan

implementasi kebijakan bidang
pelayanan publik (Standar
Pelayanan, Maklumat
Pelayanan, SKM, SOP);

. Dilakukan Pengukuran

kepuasan masyarakat secara
berkala;

. Hasil Survey kepuasan

masyarakat dapat diakses
secara terbuka.

. Dilakukan tindak lanjut atas

hasil Survey Kepuasan
Masyarakat (FKP).

Melakukan reviu dan
perbaikan atas Standar
Pelayanan.

Dilakukan reviu dan perbaikan
atas SOP.

. Pengembangan sistem

pelayanan dengan
mengintegrasikan pelayanan
pusat, daerah dan bisnis dalam
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Program Area
Perubahan
Reformasi
Birokrasi

No

Indikator Area
Perubahan
Reformasi
Birokrasi

Kegiatan

Birokrasi yang

bersih dan
akuntabel

Birokrasi yang

kapabel

Publik yang

Pelayanan
prima

Mal Pelayanan Publik;

. Pengembangan aplikasi untuk

pelaksanaan survei kepuasan
masyarakat.

Penciptaan, pengembangan,
dan pelembagaan inovasi
pelayanan publik dalam rangka
percepatan peningkatan
kualitas pelayanan publik;
Pelaksanaan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan
kebijakan pelayanan publik
secara berkala;

. Mendorong OPD untuk

melaksanakan survei kepuasan
masyarakat;

Meningkatkan tindak lanjut
dari Laporan Hasil Survei
Kepuasan Masyarakat

Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi

Bersih Melayani

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM) termaktub dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.4. Program/Kegiatan dalam rangka Penerapan Zona Integritas

a0 )

G SR

ea :

Indikator Area > g > o S

P bahan " — (3] - o

No Re r;.l : Perubahan Reformasi Kegiatan soC 8o g >
clormasi = £58 2| £+
Birokrasi oc?25 o8| ¥SE
Ridas | £EE

1. |Pengawasan 1. Gratifikasi . Scaialansl Qrasitiom

Maturitas SPIP
3. Pengaduan
Masyarakat.
4. WBS
5. Penanganan Benturan
Kepentingan
6. Pembangunan Zona
Integritas
Kapabilitas APIP
Opini BPK
Tata Kelola PBJ

0 0N

dengan tujuan
meningkatkan
kesadaran ASN dalam
melaporkan gratifikasi

b. Monitoring dan evaluasi
maturitas SPIP ter
integrasi

c. Menindaklanjuti segera
terhadap pengaduan
masyarakat

d. Sosialisasi WBS dan
Penanganan
kepentingan serta
menindaklanjutinya

e. Penyiapan OPD sebagai
unit yang ditetapkan

o

&

&
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untuk Zona Integritas
menuju WBK/WBBM;

f. Pencanangan Zona
Integritas Menuju
WBK/WBBM:;

g. Pelaksanaan Zona
Integritas Menuju WBK/
WBBM pada OPD
diLingkungan
Pemerintah Kota Solok
yang ditunjuk sebagai
OPD percontohan;

h. Penyiapan OPD lain
sebagai Zona Integritas
menuju WBK/WBBM
pada tahun berikutnya;

i. Monitoring dan evaluasi;

j. Melakukan berbagai
perbaikan yang
diperlukan terhadap
seluruh pelaksanaan
kegiatan untuk menjaga
konsistensi perbaikan
berkelanjutan

k. Menyusun pedoman
pengawasan dan
memonitoring
implementasinya

1. Melaksanakan
pengawasan

4.4 Quick Wins

Quick Wins merupakan sebuah tindakan atau aksi yang dilakukan
dengan segera untuk mendatangkan sebuah keberhasilan dan kemenangan,
di mana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya.
Quick Wins dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi
merupakan merupakan program percepatan Program percepatan dalam
bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan
Reformasi Birokrasi yang oleh pemerintah daerah.

Program tersebut bersifat strategis bagi pemerintah daerah, dapat
dengan cepat dilakukan perubahannya dan dapat diterapkan dalam waktu 1
(satu) tahun atau maksimal 2 (dua) tahun. Saat ini melalui Kementerian Pan
dan RB telah ditetapkan Quick Wins Mandatory yakni dilakukannya
penyederhanaan birokrasi di lingkungan pemerintah daerah pada Tahun
2020 dan maksimal terlaksana pada Tahun 2021.
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Dalam rangka menjalankan amanat Quick Wins Mandatory diatas, saat

ini Pemerintah Kota Solok juga tengah berjibaku menyiapkan segala

sesuatunya untuk mensukseskan Penyederhanaan Birokrasi yang terus

dikawal oleh Kemenpan RB dan Kemendagri serta Gubernur Sumatera Barat

sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Dalam rangka menjalankan amanat Quick Wins Mandatory diatas, saat

ini Pemerintah Kota Solok telah bekerja keras dalam menyiapkan segala

sesuatunya untuk mensukseskan Penyederhanaan Birokrasi yang terus

dikawal oleh Kemenpan RB dan Kemendagri serta Gubernur Sumatera Barat

sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. (ni era)

Selanjutnya, Quick Wins Mandiri juga dirumuskan oleh Pemerintah Kota

Solok sebagai bentuk pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas

pelayanannya dan memberikan dampak yang signifikan pada upaya

reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Solok.

Program yang dirumuskan dalam bentuk pelayanan yang akan dijadikan

Quick Wins Mandiri ditetapkan oleh Pemerintah Kota Solok sesuai

kebutuhan daerah. Adapun jenis-jenis program layanan yang menjadi quick

wins mandiri Pemerintah Kota Solok adalah sebagai berikut:

1. Penataan organisasi berbasis fungsional;

dalam rangka penguatan

2. Melakukan peningkatan kesejahteraan ASN melalui TPP berbasis kinerja
didukung pemanfaatan IT dalam penilaian kinerja pegawai;

3. Melakukan gerakan Serbuan Vaksin
masyarakat dan pencegahan penularan virus Covid 19.

4. Perencanaan dan pembagunan Zona Integeritas;

5.

Tabel 4.5 Program Kegiatan Quick Wins

Pengembangan Inovasi dan pelayanan terintegrasi berbasis online

Quick Wins Program /Kegiatan
a. Penyederhanaan birokrasi, pengalihan | a. Penyederhanaan Struktur Organisasi
jabatan  struktural ke jabatan | b. Penyetaraan Jabatan
fungsional c. Penyesuaian Sistem Kerja
b. Melakukan peningkatan d. Penyesuaian kelas jabatan sesuai
kesejahteraan ASN dengan Permenpan yang mengatur bagi
jabatan fungsional, seperti auditor,
analis kepegawaian dan analis
kebijakan.
c. Meningkatkan kualitas perencanaan a. Peningkatan sinergitas perencanaan
pembangunan partisipatif
d. Perencanaan dan pembagunan Zona | a. Pengusulan penilaian mansdiri,
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Integeritas penilaian internal dan pengusulan ke
Menpan RB

b. Riveu penialain oleh Kemenpan RB, KPK
dan Ombudsman RI

¢. Penetapan WBK/WBBM kepada BPPT
melalui Menpan RB

d. Pembinaan dan pengawasan internal
maupun oleh Menpan RB

e. Monitoring dan evaluasi

f. Tindaklanjut hasil monitoring dan

evaluasi.
e. Pengembangan Inovasi dan pelayanan | a. Pelaksanaan koordinasi dengan berbagai
terintegrasi berbasis online perangkat daerah dan stakeholder
b. Membangun kerjasama melalui
kesepakatan pemanfaatan web untuk
pemberian informasi pelayanan
perizinan

c. Penyediaan system informasi pelayanan
perizinan berbasis web.

d. Pengembangan Aplikasi Survei
Kepuasan Masyarakat untuk penerapan
seluruh unit layanan.

4.5. Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Prioritas menjadi sesuatu hal yang harus menjadi perhatian utama
untuk dilaksanakan. Melalui target-target pada masing-masing perangkat
daerah disesuaikan dan diserahkan pada masing-masing yang bertanggung
Jawab pada perangkat daerah sekaitan dengan rangkaian penyusunan
rencana aksi perangkat daerah dimaksud dalam mengaplikasikan reformasi
birokrasi. Bagi seluruh perangkat daerah yang terkait dengan prioritas-
prioritas kota dalam peningkatan kualitas pelayanan tetaps melaksanakan
berupaya untuk mmencapai target-target prioritas daerah tersebut.

. Rencana Aksi
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Solok Tahun 2021-
2024 dituangkan melalui program dan kegiatan dengan target-target terukur
yang diuraikan sesuai dengan area perubahannya masing-masing dan

dirumuskan setiap tahun pada masing-masing pokja. (klausa tambahan)
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5.1

BABV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2022-2026

Tim Reformasi Birokrasi

Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik, maka
perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim
yang berperan untuk melakukan pengelolaan reformasi birokrasi agar
seluruh rencana aksi di lingkungan Pemerintah Kota Solok Tahun 2022-
2026 dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah
direncanakan.

Sebagaimana Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024 disebutkan bahwa untuk pelaksana
reformasi birokrasi level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal
ini untuk memastikan bahwa program-program mikro Reformasi Birokrasi
telah dilaksanakan secara masif dan komprehensif oleh semua unit kerja di
lingkungan Pemerintah Kota. Sedangkan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di internal dilaksanakan oleh Inspektorat.
Oleh karena itu, untuk memastikan Kkegiatan program mikro serta
monitoring dan evaluasi atas implementasi Reformasi Birokrasi dipandang
perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Solok.

Tim tersebut berperan sebagai penggerak, pelaksana dan pengawal
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Solok.
Tugas tim untuk :

a. merumuskan Road Map pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan

Pemerintah Kota Solok;

b. melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana
aksi yang telah disusun;

c. menjaga keberlanjutan pelaksanaan aktifitas yang telah dirumuskan
dalam rencana aksi;

d. melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan

Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Solok; dan
e. melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan

selalu dapat menyesuaikan kebutuhan pemangku kepentingan.

Adapun susunan tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Solok yang

akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota, sebagai berikut:
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a
b

&

. Pengarah : Walikota Solok;
. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah;
Ketua : Inspektur Daerah;
. Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah:;
Kelompok Kerja :
1. Area Manajemen Perubahan
a) Koordinator : Asisten Administrasi Umum.
b) Anggota :
1) Unsur Inspektorat Daerah;
2) Unsur Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia.
2. Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan
a) Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
b) Anggota :
1) Unsur Inspektorat Daerah;
2) Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
3. Area Penataan Organisasi/Kelembagaan
a) Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
b) Anggota :
1) Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
2) Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
4. Area Penataan Tata Laksana
a) Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
b) Anggota :
1) Unsur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
2) Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
S. Area Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia
a) Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber
Daya Manusia.
b) Anggota :
1) Unsur Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya
Manusia;
2) Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
6. Area Penguatan Akuntabilitas
a) Koordinator : Kepala BAPPEDA.
b) Anggota :
1) Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

2) Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
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7. Area Penguatan Pengawasan
a) Koordinator : Inspektur Daerah.
b) Anggota :
1) Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretaria Daerah;
2) Unsur Inspektorat.
8. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
a) Koordinator : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.
b) Anggota :
1) Unsur Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika;
2) Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

5.2 Monitoring dan Evaluasi

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi, selain dilakukan dalam

lingkup Pemerintah Kota Solok juga melingkupi Perangkat Daerah. Adapun

mekanisme monitoring bersifat situasional, yang dilakukan dengan beberapa

cara, misalnya :

8

Pertemuan rutin di tingkat tim reformasi birokrasi untuk membahas
kemajuan, hambatan yang dihadapi dan penyesuaian yang diperlukan

untuk merespon permasalahan.

. Desk penelitian administrasi, yaitu melihat konsistensi antara yang

direncanakan dalam rencana aksi dengan implementasinya melalui

pembuktian dokumen.

. Visitasi ke Perangkat Daerah, yaitu tim melihat langsung ke Perangkat

Daerah mengenai implementasi reformasi birokrasi dengan berpedoman
pada Bab II Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman

Evaluasi Pelaksanaan reformasi birokrasi.

. Pertemuan rutin dengan Perangkat Daerah untuk mengetahui hambatan

yang dihadapi selama pelaksanaan reformasi birokrasi.

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan

Pemerintah Kota Solok yang dilakukan oleh tim reformasi birokrasi ada 2

tingkatan, yaitu :

1. Tingkat Pemerintah Kota.

Di tingkat Pemerintah Kota, evaluasi akan dilakukan setiap 6 bulan
dengan memastikan bahwa aktifitas yang telah direncanakan dalam
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rencana aksi di lingkungan Pemerintah Kota Solok tahun 2022-2026
telah dilaksanakan dan dapat dibuktikan secara dokumentatif sesuai

kriteria keberhasilannya.

2. Tingkat Perangkat Daerah

Di tingkat Perangkat Daerah, evaluasi akan dilakukan 1 tahun sekali

dengan memastikan bahwa :

a. aktifitas yang telah direncanakan dalam rencana aksi sebagaimana
Road Map Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah-nya telah
dilaksanakan dan dapat dibuktikan secara dokumentatif ; dan

b. Perangkat Daerah telah memenuhi hal-hal yang menjadi Kkriteria
sebagaimana Bab II Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020

tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

5.3 Pendanaan
Setiap aktifitas yang telah direncanakan dalam rencana aksi tetap
diupayakan untuk diakomodasi pada penganggaran di Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah. Namun, penganggaran tersebut tidak akan bersifat
khusus, melainkan melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-

masing Perangkat Daerah yang menjadi tim reformasi birokrasi
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BAB VI
PENUTUP

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Solok tahun 2022-2026
merupakan bentuk komitmen dari Pemerintah Kota Solok dalam melaksanakan
pencapaian sasaran reformasi birokrasi yakni;

a) Birokrasi Bersih dan Akuntabel;

b) Birokrasi yang Kapabel dan c) Pelayanan Publik yang Prima.

Tiga sasaran reformasi birokrasi tersebut sangat diharapkan untuk dapat
mengkoordinasikan, mengintegrasikan, serta mensinkronkan berbagai program
dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan sehingga
pelaksanaan Reformasi Birokrasi khususnya Perangkat Daerah yang
bertanggungjawab pada 8 area perubahan reformasi birokrasi dan seluruh
Perangkat Daerah yang ada di Kota Solok yang ke depannya dapat berjalan
dengan sinergis, berkesinambungan, terencana dan terukur di Kota Solok.

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Solok Tahun
2022- 2026 perlu menjadi perhatian dan acuan oleh para pemangku kepentingan
agar terintegrasi kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk
dapat dimanfaatkan dalam monitoring dan eveluasi serta pelaporan yang berkala

dan berkesinambungan.
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